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I.	TEMPUS DELIKTI SALAH SATU SYARAT DAKWAAN

	Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP, secara tegas menetapkan tempus delikti sebagai salah satu SYARAT MATERIL surat dakwaan.  Kedudukan tempus delikti dalam surat dakwaan sama nilai bobot yurisdisnya dengan syarat-syarat materil yang lain.  Dia merupakan syarat yang berkumulasi dengan syarat materil yang lain.



-	keabsahan surat dakwaan, harus memenuhi semua persyaratan materil, yang meliputi:

	-	uraian tentang unsur tindak pidana,

	-	tempus delikti, dan

	-	lokus delikti

-	kelalaian menguraikan tempus delikti, mengakibatkan surat dakwaan "batal demi hukum" (pasal 153 ayat 3 KUHAP).

	Memperhatikan ancaman yang ditentukan pasal 143 ayat 3, kedudukan tempus delikti dalam surat dakwaan, merupakan syarat yang sangat vital.  Hidup matiknya surat dakwaan sangat tergantung pada ada tidaknya uraian tempus delikti.  Proses penyidikan dan penentuan akan sia-sia, bila surat dakwaan mengabaikan pencantuman tempus delicti.  Waktu, biaya dan tenaga terbuang percuma.  Kepentingan tersangka kurang dilindungi, dan kepastian penegakan hukum menjadi buyar dan terbengkalai.



II.	URGENSI TEMPUS DELIKTI

	Urgensi pencantuman tempus delikti, berkaitan erat dengan doktrin dan ketentuan pasal-pasal KUHAP.  Sedemikian rupa urgensi dan kaitannya, tidak mungkin penentuan ditegakkan tanpa penyebutan tempus delikti.

	Jadi, perumusan tempus delikti dalam surat dakwaan ditinjau dari segi urgensinya, dapat didekati dari dua sisi.

-	pertama; dari pendekatan umum,

	Secara umum, tempus delikti telah ditentukan pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP sebagai SYARAT MATERIL yang bersifat umum.  Setiap dakwaan yang diajukan kepada seseorang pelaku tindak pidana, dalam surat dakwaan mesti menguraikan tempus delikti.  Kelalaian atas hal itu, mengakibatkan surat dakwaan BATAL DEMI HUKUM.

-	kedua; sebagai landasan pengujui terhadap pemenuhuan asas-asas yang ditentukan dalam KUHP sendiri.	

Ada beberapa asas dalam KUHP yang penerapan dan penegakan hukumnya, hanya bisa diuji keabsahan dan kebenarannya semata-mata berpegang pada faktor waktu tindak pidana dilakukan.  Oleh karena itu, tanpa menyebut secara tegas dan jelas  Kapan tindak pidana dilakukan, asas-asas hukum pidana yang bersangkutan, tidak bisa diuji kebenaran dan kepastiannya.



	1.	Untuk menegakkan asas: Nullum deliktum

		Dalam hal ini penegasan tempus delictum dalam surat dakwaan berfungsi untuk menguji asas NULUM DELICTUM yang ditegaskan pasal 1 KUHP.  Menurut asas ini, seseorang baru dapat dituntut melakukan tindak pidana, apabila pada saat dilakukan tindak pidana, telah ada lebih dulu ketentuan pidana yang mengatur dan mengancam perbuatan tersebut (Nullum delictum sine praevia lege peenali).

		Berdasar asas ini, meskipun seseorang melakukan tindakan yang dianggap sebagai kejahatan, Hakim tidak boleh menghukumnya, apabila pada waktu tindakan dilakukan, belum ada ketentuan pidana yang mengancamnya.  Penerapan yang diuraikan dalam surat dakwaan.



	2.	Uraian menegakkan asas: pemidanaan yang menguntungkan.

		Sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 2 KUHP, Hakim harus menegakkan asas pemidanaan yang MENGUNTUNGKAN bagi terdakwa, sehubungan terjadinya PERUBAHAN UU setelah perbuatan pidana dilakukan.

		Untuk menjamin tegaknya penerapan asas ini dalam kenyataan, hanya berpatokan pada tempus delikti, baru dapat dinilai secara tepat, apakah tindak pidana yang didakwaan kepada pelaku terjadi sebelum atau sesudah UU mengalami perubahan.  Berdasar ketepatan penilaian waktu perbuatan, baru dapat ditegakkan asas yang LEBIH MENGUNTUNGKAN bagi terdakwa.  Penerapan asas yang paling menguntungkan bagi terdakwa sebagai akibat perubahan formil dan positip suatu UU, bisa berbentuk "onslag van rechtsverolging" bagi terdakwa apabila ketentuan semula dirubah menjadi hubungan perdata.

	Semestinya, kalau ada perubahan UU setelah perbuatan pidana dilakukan, Jaksa Penuntutan Umum harus menyebut tentang perubahan tersebut, yang dibarengi dengan penegasan aturan UU mana yang harus dikenakan kepada terdakwa.  Namum demikian, sekiranya Jaksa lalai menjelaskan perubahan, Hakim atas dasar kewenangannya mesti menerapkan ketentuan yang paling menguntungkan, berpatokan pada penegasan tempus delikti yang tercantum dalam surat dakwaan.



	3.		Untuk menentukan; faktor umur pelaku. 

		Masalah penegasan tempus delikti, sangat erat kaitannya dengan PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA kepada pelaku, maupun mengenai batas umur pihak yang menjadi korban.  Tentang hal ini, beberapa pasal KUHP, menentukan batas umur pelaku maupun batas minimal umur korba.  Maka untuk mengukur penerapan batas hukum dimaksud, harus bertitik tolak dari tempus delikti.  Berdasar tempus delikti, baru dapat ditegakkan perhitungan umur pelaku atau umur korban tindak pidana.

		Penentuan batas minimal umur dalam tindak pidana, terdapat beberapa prinsip dalam KUHP:



	a.	batas minimal umur pelaku secara umum.

		Dalam pasal 45 KUHP, diatur asas batas minimal umur pelaku agar kepadanya dapat ditimpakan PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM YANG PENUH:



-	batas umurnya ialah 16 tahun,

-	kepada pelaku yang BELUM berumur 16 tahun DAPAT atau BOLEH diterapkan penyimpangan umum pertanggung jawaban pidana, dalam bentuk alternatip,

	-	memerintahkan pelaku DIKEMBALIKAN kepada orang tua, atau wali pemeliharanya,

	-	boleh juga pelaku DISERAHKAN kepada Pemerintah (anak negara) sampai  berumur 18 tahun.

-	namun demikian tidak mengurangi kewenangan Hakim untuk menimpakan pemidanaan yang penuh kepada pelaku.

		Kedalam ketentuan umum, termasuk aturan batas umum yang ditentukan pasal 40 KUHP.  Yakni pelaku tindak pidana yang memiliki atau membawa barang, apabila hal itu melanggar penghasilan atau persewaan barang tentang perjalanan kapal.  Dalam hal ini barangnya boleh dirampas, meskipun pelakunya tidak dipidana, tapi dikembalikan kepada orang tua.



	b.	batas umur saksi korban dalam tindak pidana tertentu.

		Secara umum, tidak ditentukan batas umur korban tindak pidana.  Akan tetapi terutama dalam tindak pidana yang berkenaan dengan KEJAHATAN TERHADAP KESOPANAN, UU menentukan batas umur korban, agar tindak pidana yang dilakukan dianggap memenuhi unsur delik.

-	Pasal 283 KUHP: batas umur korban ialah 17 tahun.

	Dalam hal ini, umur korban delik pidana dijadikan sebagai salah satu unsur yakni korban harus BELUM mencapai umur 17 tahun.

	Jadi agar terpenuhi unsur delik, selain daripada menyampaikan, mempertunjukkan gambar yang menyinggung perasaan kesopanan atau memperdagangkan tulisan yang melanggar kesopanan hal itu harus dilakukan kepada orang yang belum berumur 17 tahun.

-	Pasal 287 KUHP: batas umur korban belum 15 tahun.

	Agar unsur delik tindak pidana persetubuhan dengan perempuan yang bukan istri pelaku terpenuhi, umur korban harus BELUM CUKUP 15 TAHUN pada saat delik dilakukan.

-	Pasal 290 ke 2 KUHP: batas minimal umur korban belum 15 tahun.

	Berbuat CABUL dengan seseorang, baru terpenuhi semua unsur delik apabila korban yang diajak BELUM MENCAPAI 15 TAHUN.



	4.		Untuk dijadikan dasar: delik aduan menjadi delik biasa.

			Sesuai dengan ketentuan pasal 287 ayat 2 KUHP, tindak pidana persetubuhan yang semula merupakan DELIK ADUAN (klacht delict), berubah sifatnya menjadi DELIK BIASA berdasar faktor umur.  Apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap korban yang belum berumur 12 TAHUN, delik aduan yang melekat padanya hilang dan berubah menjadi delik biasa (tanpa memerluan pengaduan).

			Untuk menemukan apakah perubahan sifat delik itu tepat atau tidak dalam praktek, harus berpedoman pada uraian tempus delikti yang terdapat dalam surat dakwaan.



	5.		Untuk memastikan: penerapan kadaluarsa.

			Pada Bab VIII KUHP diatur tentang gugurnya hak menuntut pidana terhadap seseorang pelaku.  Bisa disebabkan alasan yang disebut pasal 76 (nebis in idem) atau pasal 77 (karena terdakwa meninggal dunia).

			Selain daripada alasan yang disebut pasal 76, hak dan kewenangan menuntut pelaku tindak pidana bisa juga gugur atas alasan KADALUARSA sebagaimana yang diatur pasal 78 KUHP:

	

a.	lewat 1 tahun untuk semua pelanggaran vdan tindak pidana percetakan,

b.	lewat 6 tahun untuk tidak pidana kejahatan yang ancaman hukumannya tidak lebih 3 tahun,

c.	lewat 12 tahun bagi segala kejahatan yang ancaman pernjaranya lebih dari 3 tahun,

d.	lewat 18 tahun bagi semua kejahatan yang ancaman hukuman penjaranya seumur hidup atau pidana mati,

e.	dan bagi pelaku yang belum berumur 18 tahun pada saat tindak pidana dilakukan, perhitungan gugurnya hak menuntut berdasar faktor kadaluarsa, dikurangi hingga menjadi 1/3.

			Apabila dalam surat dakwaan tidak ditegaskan tempus delikti, tidak mungkin diterapkan dan ditegakkan prinsip kadaluarsa.



	6.		Untuk menjadi dasar: menentukan waktu yang disebut dalam suatu tindak pidana tertentu.

			Dalam kUHP terdapat beberapa pasal yang menjadikan FAKTOR WAKTU sebagai dasar untuk MEMPERBERAT hukuman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku.  Ambil contoh pasal 363 ke 3 KUHP.  Yakni kepada pelaku dikenakan hukuman yang lebih beart dari tindak pidana pencurian yang dirumuskan pasal 363 apabila tindak pidana itu dilakukan pada waktu MALAM hari.



	7.		Sebagai dasar: menerapkan faktor residivis.

			Bab XXXI KUHP sebagaimana yang diatur dalam pasal 486-488, mengatur tentang penerapan unsur RESIDIVIS dalam pemidanaan kepada seorang terpidana.  Pada prinsipnya batas tenggang waktu menentukan apakah seseorang dapat dikualifikasi sebagai residivis atau tidak digantungkan pada JANGKA WAKTU  5 TAHUN antara hukuman yang sedang dijalani dalam suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya.



			Penerapan penambahan hukum atas alasan faktor residivis hanya dapat dilakukan apabila jelas dikeathui secara pasti unsur tempus delikti.  Oleh karena itu, jika Jaksa Penuntut Umum hendak menentukan pemberatan hukuman kepada seorang terdakwa atas alasan residivis, dia harus menentukan secara pasti unsur tempus delikti dalam surat dakwaan.



III.	URAIAN TEMPUS DELIKTI HARUS LENGKAP DAN CERMAT



	Uraian tempus delikti sebagai salah satu syarat materil surat dakwaan, harus:

	-	CERMAT,

	-	JELAS, dan

	-	LENGKAP.

	Ketentuan iini berdasar rumusan pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP, Cermat diuraikan dan diperhitungkan waktu dan saat perbuatan dilakukan.  Jelas diterangkan waktu dan saat tindak pidana terjadi.  Serta lengkap diuraikan secara cermat dan jelas, jam, hari, siang atau malam, bulan dan tahunnya.  Paling tidak harus cermat, jelas dan lengkap disebutkan jam, hari (tanggal), bulan dan tahunnya dalam surat dakwaan.  Cara perumusan tempus delikti yang demikian yang dituntut pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP.

	Agak berbeda dengan apa yang dirumuskan dalam HIR.  Tidak dituntut uraian tempus delikti yang jelas, cermat dan lengkap.  Dianggap sudah cukum memadai penguraian yang berbentuk KIRA-KIRA.  Uraian tempus delikti yang berbentuk "kira-kira" atau SEKITAR hari, bulan dan tahun sekian, sudah dianggap memenuhi syarat materil.

	Kenyataan dalam praktek bagaimana?  Meskipun ada kecenderungan pihak Jaksa Penuntut Umum untuk merumuskan tempus delikti yang lebih pasti secara jelas, cermat dan lengkap, masih umum diikuti penerapan uraian tempus delikti yang dipraktekan pada masa HIR.  Maish banyak ditemukan uraian tempus delikti yang bersifat kira-kira.  Pengaruh masa lampau masih berakar dalam penguraian tempus delikti.

	Kemungkinan besar praktek yang demikian terjadi, disebabkan KUHAP sendiri tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana sistem penguraian tempus delikti yang cermat dan lengkap.  Pembuat UU TIDAK MEMPERHALUS secara detail apa dan bagaimana rumusan tempus delikti yang cermat, jelas dan lengkap.  Tidak ada suatu gambaran STANDAR HUKUM (law standard) yang dapat dijadikan pegangan yang bersifat UNIFIED LEGAL FRAME WORK.  Akibatnya, timbul anggapan bahwa KUHAP memberi KEBEBASAN yang luas bagi Jaksa Penuntut Umum untuk merumuskan.  Batasan yang dipergunakan, asal surat dakwaan menguraikan suatu tempus delikti yang didasarkan pada perkiraan yang bersifat FLEKSIBEL, yang mengacu pada patokan:

-	sedapat mungkin uraian tempus delikti memuat penegasan waktu yang pasti yang berisi penjelasan jam, tanggal (hari), bulan dan tahun secara positip dan MUTLAK,

-	bila uraian yang seperti itu tidak dapat dipenuhi, terbuka kebolehan untuk menuturkan uraian tempus delikti yang bersifat PERKIRAAN yang bercorak dugaan DI SEKITAR bula ndan tahun tertentu tanpa dilengkapi penjelasan jam dan hari tertentu.	

	Demikian penguraian tempus delikti yang kita amati setelah KUHAP berlaku.  Masih merayap mencari bentuk yang dianggap memenuhi ketentuan pasal 143 KUHAP.  Bahkan praktek penerapannya, masih selalu merujuk kepada cara-cara perumusan masa lampau atas alasan, pasal 143 sendiri tidak memberi PEMBATASAN RINCI apa dan bagaimana yang dimaksud dnegan uraian tempus delikti yang cermat, jelas dan lengkap.



	Pasal 143 tidak menegaskan waktu yang pasti dan tanggal.

	Tidak dapat disangkal lagi 143 ayat 2 huruf b KUHAP, menghendaki uraian tempus delikti yang cermat, jelas dan lengkap.  Akan tetapi sebaliknya pasal itu tidak menuntut pematokan uraian tempus delikti yang mesti positip pada jam, hari (tanggal), bulan dan tahun yagn pasti dan tertentu.

	Kalau begitu, bertitik tolak dari ketentuan UU, uraian tempus delikti yang mesti pasti dan tertentu SECARA TUNGGAL, tidak bersifat COMPULSORY.  UU tidak memaksakan uraian tempus delikti mesti pasti pada suatu saat tunggal SECARA MUTLAK.

	Dimungkinkan membuat uraian tempus delikti yang bersifat luas dalam bentuk ALTERNATIP dengan mempergunakan perkataan ATAU KIRA-KIRA maupun ATAU DISEKITAR tanggal, bulan dan tahun sekian.  Asal tetap terpenuhi persyaratan, uraiannya tetap cermat, jelas dan lengkap.

	Ambil contoh uraian tempus delikti yang luas dan bersifat alternatif yang masih dianggap memenuhi unsur jelas, cermat dan lengkap:

-	pada hari yang TIDAK DIINGAT lagi atau pada tanggal yang TIDAK DAPAT DIPASTIKAN lagi,

-	tetapi paling tidak kira-kira atau di sekitar bulan Mei sampai Agustus tahun 1992.

	Uraian tempus delikti yang semacam itu, masih dianggap mememuhi syarat yagn dikehendaki pasal 143 KUHAP.  Telah memenuhi kejelasan, kecermatan dan kelengkapan.  Ada penjelasan tentang tidak dapat dipastikan hari atau tanggal.  Kemudian penjelasan itu dibarengi dengan kecermatan "tetap kira-kira" atau "di sekitar bulan Mei sampai dengan Agustus tahun 1992".  Uraian yang mengandung perkiraan ini sudah memenuhi kecermatan, karena diikuti dengan uraian yang jelas tentang saat perbuatan dilakukan yakni paling tidak pada bulan Mei sampai dengan Agustus 1992.

	Atau bisa juga uraiannya berupa rumusan yang disusun dalam kalimat alternatip.

-	pada hari Kami ... tanggal 16 Juli 1992,

-	SEKIRA atau SEKITAR jam 23 WIB pada malam hari,

-	atau SETIDAK-TIDAKNYA pada saat lain sekitar bulan Juli 1992.

	Pada bentuk ini, semula surat dakwaan berani secara pasti menentukan harus dan tanggal secara pasti.  Tetapi mengenai kepastian jam diperkirakan secara alternatip dalam bentuk kalimat "sekira atau sekitar jam 23 WIB, malam".  Akan tetapi, selanjutnya kepastian waktu mengenai hari itu DIPERLUNAK secara ALTERNATIP dengan mempergunakan rumusan "atau setidak-tidaknya pada saat lain sekitar bulan Juli 1992".  rumusan alternatip mengenai hari atau tanggal tersebut dengan sendirinya berdampak alternatip terhadap ketentuan waktu mengenai jam tindak pidana dilakukan.  Sehingga penguraian tempus delikti yang seperti ini, masih tetapi dianggap memenuhi syarat jelas, cermat dan lengkap.  Tetap terkandung kejelasan waktu, tetap cermat uraian mengenai alternatip waktu dan juga tetap dianggap lengkap penyebutan hari, bulan dan tahun.

	Ambil contoh lain.  Dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum membuat uraian tempus delikti sebagai berikut.  Semula Jaksa berani menyebut hari, jam, bulan dan tahun yang pasti secara positip dalam kalimat "pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 1984, sekitar jam 9.00 WIB".  Akan tetapi keberanian itu dibarengi dengan kesadaran, bahwa uraian tempus delikti yang seperti itu dangat besar resikonya.  Apabila terbukti di persidangan adanya perbedaan waktu satu hari saja serta pergeseran jam 1 menit saja sebelum atau sesudah jam 9.00 WIB, mengakibatkan kesalahn yang didakwakan tidak terbukti.  Dampaknya, terdakwa harus dibebaskan.  Maka untuk menghindari kemungkinan resiko yang seperti itu, uraian tempus delikti semula, dibarengi secara alternatip dalam bentuk rumusan SETIDAK-TIDAKNYA antara bulan Juli sampai dengan bulan Desember 1984".

	Contoh lain perumusan tempus delikti yang bercorak alterantip, tetapi dianggap lebih jelas, lebih cermat dan lengkap:

-	pada tanggal 23 Mei 1980, SEKIRA atau SEKITAR jam 14.00 WIB,

-	atau SETIDAK-TIDAKNYA pada suatu hari dalam bulan Mei 1980,

-	atau setidak-tidaknya PADA WAKTU LAIN dalam tahun 1980.

	Ketiga contoh yang dikemukan merupakan MODEL uraian tempus delikti yang dianggap sah memenuhi syarat perumusan surat dakwaan yang jelas, cermat dan lengkap.  Bukankah faktor yang melengkapi patokan tempus delikti secara hukum, adalah:

-	jam,

-	hari atau tanggal,

-	bulan, dan

-	tahun.

	Oleh karena itu dapat dibuat suatu konstruksi.  Hari bisa MENGABSORBSI JAM, BULAN bisa pula MENGABSORBSI HARI.  Dan TAHUN dapat ditelusuri dalam salah satu putusan klasik (HR, 18 Juni 1928, W. 1186, NJ. 1928).  Putusan ini menyatakan, uraiain tempus delikti berupa rumusan: "Kira-kira" antara tahun 1920 sampai dengan tahun 1926, dianggap cukup memenuhi syarat tentang penegasan tempus delikti".



	Tempus delikti yang terlampau formalistik mengandung resiko.

	Seperti yang sudah disinggung, tuntutan uraian tempus delikti yang terlampau FORMALISTIK mengartikan syarat jelas, cermat dan lengkap mesti tunggal dan pasti tanpa kebolehan merumuskan uraian secara alternatip, pasti berhadapan dengan resiko yang sangat besar.  Penegakkan hukum yang diharapkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, akan mengarah kepada anarki.  Akan banyak pelaku tindak pidana yang bebas berkeliaran disebabkan pihak Jaksa Penuntut Umum tidak mampu menetapkan waktu tunggal yang pasti secara positip dan mutlak.

	Bagaimanapun besarnya dana yang tersedia, didukung dengan peralatan canggih dan aparat penyidik yang berdedikasi dan profesional, akan tetap tidak memadai untuk mendapat dan menemukan tempus delikti tunggal yang pasti dan mutlak.  Hal yang seperti itu baru dapat terpenuhi, apabila peristiwa pidana yang terjadi ditemukan dalam keadaan TERTANGKAP TANGAN (ontdekking op heterhand) oleh pejabat penyidik sendiri.

	Akan tetapi jarang dijumpai dalam konkreto peristiwa pidana yang pelakunya langsung tertangkap tangan di tempat waktu kejadian berlangsung.  Terkadang baru dilaporkan dan diketahui setelah beberapa hari atau beberapa bulan kemudian.  Bahkan ada yang beberapa tahun kemudian.  Dalam kasus yang seperti itu, kepastian tempus delikti yang tunggal, pasti dan mutlak, mengandung bobot kesulitan yang sangat tinggi.  Ambil contoh kasus penemuan mayat yang sudah dikubur beberapa tahun yang lalu.  Bagaimanapun ahlinya peneliti forensik ,tidak mungkin mampu menentukan jam dan hari pembunuhan yang pasti atas diri korban.  Paling dapat diterima akal sehat penentuan waktu pembunuhan yang dikemukakan ahli tersebut bernilai SPEKULATIP atau ASUMTIP.  Atau dalam peristiwa pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut (voorgezette handeling, pasal 64 KUHP).  Tidak mungkin ditetapkan waktu-waktu yang pasti secara positip kapan perbuatan pelaksanaan (uitvoering handeling) dilakukan.  Tempus deliktinya kemungkinan besar dapat diperkirakan secara spekulatip dalam corak alternatip berupa uraian antara sekitar satu tahun atau beberapa tahun.

	Kalau begitu, sangat berbahaya bagi keselamatan perlindungan kepentingan umum apabila dituntut perumusan uraian tempus delikti yang terlampau FORMALISTIK secara ekstrim.  Tuntutan yang mesti menyebut tempus delikti secara tunggal, pasti dan absolut akan merusak tatanan kepentingan dan KETERTIBAN UMUM.  Karena sikap penegakan hukum yang seperti itu, akan menghadapkan jalan buntu bagi pihak Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan pelaku tindak pidana ke sidang Pengadilan.  Dari 1000 kasus pidana yang terjadi, paling banyak 10 atau 20 perkara yang dapat diajukan, jika uraian tempus deliti mesti tunggal, pasti dan mutlak.



	Uraian tempus delikti cukup bersifat moderasi.

	Agar KUHAP bisa efektip menjembatani nilai-nilai perlindungan KESEIMBANGAN antara INDIVIDUAL INTEREST dengan PUBLIC INTEREST dalam penyelesaian perkara pidana, kita harus mau dan bersedia menerima uraian tempus delikti yang bersifat MODERAT, denga acuan penerapan:

-	uraian tempus delikti, tidak mesti selamanya tunggal, pasti dan mutlak,

	UU sendiri tidak menuntut uraian yang seperti itu secara COMPULSORY.

	Yang dituntut ialah uraian yang JELAS, CERMAT dan LENGKAP.

-	yang dimungkinkan kebolehan memenuhi syarat uraian tempus delikti secara ALTERNATIP,

	Boleh dan sah memenuhi syarat uraian tempus delikti yang mengandung sifat ALTERNATIP dengan mempergunakan perkataan "kira-kira" atau "sekitar" maupun "setidak-tidaknya pada" (suatu hari, bulan atau tahun).

	Yang pokok paling tidak terkandung suatu JANGKA WAKTU YANG TERBATAS, sehingga baik secara kuantitatip dan kualitatip, benar-benar tersurat dan tersirat kapan perbuatan pidana dilakukan:

	-	bisa dilakukan pada suatu hari dalam bulan tertentu, meskipun jamnya tidak pasti,

	-	bisa dianggap dilakukan pada suatu hari dalam tahun tertentu, meskipun bulannya tidak disebut secara pasti,

	-	atau bisa dianggap dilakukan pada suatu jangka waktu dalam beberapa tahun tertentu meskipun surat dakwaan tidak memastikan hari atau bulan tertentu.

	Hanya dengan sikap dan cara penerapan uraian tempus delikti yang bersifat moderat yang dapat menopang keefektipan KUHAP menjaga dan mempertahankan fungsi keseimbangan perlindungan kepentingan terdakwa dengan kepentingan umum.  Menuntut penerapan yang terlampau formalistik akan mendorong peran yang dimainkan KUHAP ke arah kepincangan yang berat sebelah menjunjung tinggi harkat derajat pelaku tindak pidana, dan tidak peduli kepada kepentingan dan ketertiban umum.  Sebaliknya membenarkan surat dakwaan tanpa uraian tempus delikti yang dapat dimengerti dan dipahami terdakwa, adalah tindakan kesewenangan.



IV.	ALIBI DIPROPOSIONALKAN DENGAN URAIAN TEMPUS DELIKTI



	Sesuai dengan asas PRADUGA TAK BERSALAH UU memberi hak kepada terdakwa untuk membela kepentingannya.  Salah satu bentuk alat diri yang paling umum dan potensial untuk menolak dokumen yang dipersalahkan ialah ALIBI.

	Jadi, tanpa mengurangi berbagai macam pembelaan diri yang dapat menggugurkan tuntutan pidana yang diatur dalam KUHP seperti pasal 44 (pelaku tidak waras), pasal 45 (belum cukup berumur 16 tahun), pasal 48 (keadaan terpaksa, overmacht), pasal 49 (pembelaan diri, noodweer, self-defense), maka pembelaan diri yang padan betul terhadap unsru tempus delikti ialah ALIBI.  Terdakwa berhak membuktikan bahwa saat dan waktu yang disebut dalam surat dakwaan, dia BERADA DI TEMPAT LAIN (no to be present when the accident was accured in those place).  Oleh karena pada saat dan waktu yang disebut dalam surat dakwaan dia berada ditempat lain, terdakwa TIDAK MUNGKIN dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana.

	Sehubungan dengan alibi sebagai alat yang diberi hukum kepada terdakwa untuk membela diri terhadap UNSUR TEMPUS DELIKTI, maka kebebasan terdakwa untuk mempergunakannya, harus disesuaikan secara PROPORSIONAL dengan rumusan uraian tempus delikti itu sendir.  Hakim tidak dibenarkan menagih dan membatasi hak dan kebebasan terdakwa untuk pembuktian alibi yang tidak sesuai dengan uraian tempus delikti.  Acuan penerapannya.



	Uraian tempus delikti menyebut jam yang pasti.

	Kalau uraian tempus delikti tunggal, pasti dan mutlak, alibi yang wajib dibuktikan terdakwa disesuaikan persis dengan persyaratan yang disebut dalam surat dakwaan.  Hakim tidak boleh memperlebar pembuktian alibi kepada waktu sebelum maupun sesudahnya.  Misalnya, surat dakwaan menguraikan jam, hari dan tempus delikti.  Terdakwa cukup membuktikan alibi yang berkenaan dengan saat jan yang disebut pada surat dakwaan.  Hakim tidak boleh memperluas pembuktian alibi lewat dari jam yang disebutkan.  Tidak dibenarkan membebani terdakwa membuktikan alibi sebelum atau sesudahl jam tersebut.  Apalagi diperluas menjadi "hari".  Penerapan pembuktian alibi yang seperti itu melanggar asas PROPORSIONAL.

	Memang sangat besar resiko membuat uraian tempus delikti dengan jam yang pasti dan positip.  Cara yang seperti itu memberi keuntungan yang lebih mudah bagi terdakwa untuk membuktikan alibi.  Sebaiknya Jaksa menjauhkan diri dari cara perumusan yang seperti itu dalam bentuk uraian alternatip berupa pelenturan jam yang disebut melalui rumusan: "atau pada hari ... dan jam yang tidak dapat dipastikan lagi".

	Sedemikian rupa risikonya menentukan jam yang pasti, sehingga jarang ditemukan surat dakwaan yang berani secara kokoh menyebut jam yang pasti tanpa dibarengi PELENTURAN secara ALTERNATIP.  Pada satu segi, penyebutan jam yang pasti secara mutlak dengan sendirinya mengikat diri Jaksa wajib membuktikan dengan positip bahwa peristiwa pidana yang didakwakan benar-benar dilakukan terdakwa pada jam tersebut.  Ruang gerak Jaksa membuktikan tempus delikti menjadi lebih SEMPIT.  Hanya terbatas pada jarak waktu yang terentang pada jang yang disebutkan.



	Uraian tempus delikti membatasi diri pada hari yang pasti.

	Apabila surat dakwaan secara pasti dan mutlak menyebut hari dan bulan yang positip, beban pembuktian alibi yang proporsional, hanya terbatas pada hari itu juga.  Tidak boleh diperlebar menjadi minggu maupun bulan.

	Kalau terdakwa berhasil membuktikan alibinya atas hari yang didakwakan, maka sesuai dengan definisi alibi itu sendiri memberi makna bahwa benar-benar terdakwa:

-	pada hari itu "not to be present when the accident was accured in those place" (benar-benar dia tidak berada di tempat tersebut sewaktu peristiwa pidana terjadi).

-	oleh karena itu, wajib dinyatakan terdakwa tidak mungkin dianggap sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan.

	Agar Jaksa Penuntut Umum tidak terjebak dalam keterbatasan waktu yang terlampau sempit, harus dihindari perumusan uraian tempus delikti berupa penyebutan hari yang pasti secara positip dan mutlak.  Harus DIELASTISKAN dalam bentuk ALTERNATIP berupa perumusan: "atau setidak-tidaknya pada salah satu hari dalam bulan .... tahun ....".



	Uraian tempus delikti membatasi diri pada bulan yang pasti.

	Sekiranya berdasar BAP, Jaksa Penuntut Umum kurang yakin pada hari yang jam berapa tindak pidana dilakukan, boleh dan memadai menyebut bulannya saja.  Cukup dirumuskan tempus delikti dalam kalimat: "pada SALAH SATU HARI di sekitar bulan ...".  Kalimat yang seperti itu, sudah memenuhi uraian tempus delikti yang jelas, cermat dan lengkap.

	Sehubungan dengan pemberian hak kebebasan bagi terdakwa untuk membuktikan alibinya sesuai dengan rentang waktu yang disebutkan dalam surat dakwaan.  Pembebanan pembuktian alibi tidak boleh diperluas sebelum dan sesudah bulan yang disebut dalam surat dakwaan.

	Akan tetapi oleh karena penguraian tempus delikti yang direntang dalam jangka waktu yang panjang yakni satu bulan, sudah pasti memberi KEUNTUNGAN  kepada Jaksa berupa KEMUDAHAN membuktikan keberadaan terdakwa dihubungkan dengan kejadian peristiwa pidana yang didakwakan.  Sebaliknya kedudukan terdakwa ditempatkan dalam posisi yang LEBIH SULIT untuk membuktikan alibi.  Oleh karena itu, agar dapat diwujudkan penegakan hukum yang JUJUR dan ADIL atau FAIR TRAIL, Hakim harus MEMBEBANI Jaksa untuk menelusuri dan membuktikan, sekitar hari apa tepatnya peristiwa pidana yang didakwakan dilakukan terdakwa.  Dengan cara pembebanan yang seperti itu, memberi kemungkinan yang lebih bebas dan lebih terbuka bagi terdakwa untuk membuktikan alibinya hari perhari dalam jangka waktu sepanjang bulan yang disebut dalam surat dakwaan.  Meskipun surat dakwaan menetapkan tempus delikti berdasar bulan, dianggap tidak fair apabila hal itu TIDAK DIKONKRITKAN harinya dalam persidangan.



V.	KURANG SETUJU TEMPUS DELIKTI YANG BERBENTUK TAHUN



	Pada prinsipnya, kurang dapat diterima uraian tempus delikti yang hanya menyebut tahun.  Memang seperti yang pernah disinggung, kemungkinan menyebut tempus delikti, cukup berupa tahun saja, dapat dibenarkan atas alasan penyebutan tahun dengan sendirinya MENGABSORBSI bulan, bulan mengabsorbsi hari dan hari mengabsorbsi jam.  Tetapi kalau hal ini dikaitkan denga hak terdakwa membela diri dalam bentuk ALIBI, penyebutan tempus delikti yang berbentuk tahun sangat MEMPERSULIT dan MERUGIKAN kepentingan terdakwa.  Uraian tempus delikti yang seperti itu, seolah-olah TIDAK ADA TEPINYA.  Akibatnya TERLAMPAU LEBAR alibi yang harus ditutup terdakwa.

	Secara normal dan rasional, jarang ditemukan seseorang yang mampu berhasil membuktikan alibi dalam jangka waktu berbilang tahun.  Memang dalam kasus tertentu, ada saja kemungkinan.  Misalnya seseorang telah pindah ke tempat yang jauh.  Atau dirawat bertahun-tahun dalam rumah sakit.  Bisa juga keadaan yang seperti itu pun, tetap terkandung BOBOT KESULITAN yang tinggi membuktikan alibi, apabil tempus delikti direntang dalam jangka waktu beberapa tahun.  Jangankan direntang dalam beberapa tahun.  Tempus delikti yang direntang dalam satu tahun atau satu bulan saja, sudah mengandung faktor kesulitan yang tinggi bagi terdakwa untuk membuktikan alibi.

	Oleh karena itu, meskipun penyebutan tempus delikti yang direntang dalam jangka waktu satu tahun atau bertahun-tahun tidak ditolak secara mutlak, Pengadilan dalam proses pemeriksaan persidangan harus MEMBEBANI pihak Jaksa Penuntut Umum untuk lebih MENGKONGKRITKAN di sekitar bulan apa dalam, tahun yang bersangkutan peristiwa pidana yang didakwakan terjadi.  Tujuan konritisasi tempus delikti pada bulan yang lebih pasti, untuk mewujudkan proses FAIR TRAIL.  Karena dengan cara yang demikian, harus dikembangkan secara umum untuk semua jenis tindak pidana, apabila penyebutan tempus deliktinya berbentuk tahun.

	Tentu ada pengecualian.  Sepanjang mengenai tindak pidana yang didakwakan berunsur PERBUATAN BERLANJUT (voorgezette handeling), tidak ada jalan lain yang paling realistik selain daripada perumusan tempus delikti yang LEBAR dan ALTERNATIP.  Karena dalam tindak pidana yang mengandung unsur tersebut, secara obyektip, perbuatan pelaksaan (uitvoering handeling) dilakukan dalam jangka waktu yang relatip lama.  Oleh karena itu walaupun dimungkinkan untuk merumuskan uraian tempus delikti secara pasti dan mutlak, tetap tidak bisa dihindari penyebutan waktunya dalam rentang waktu yang relatip panjang.



VI.	KESIMPULAN



	Dari uraian singkat yang dikemukakan, dapat disimpulkan beberapa pendapat:



1.	Pada prinsipnya KUHAP menuntut uraian tempus delikti yang JELAS, CERMAT dan LENGKAP.

	-	jelas diterangkan saat yang pasti tindak pidana dilakukan oleh pelaku,

	-	cermat diungkapkan apabila uraian tempus delikti berbentuk alternatip,

	-	lengkap diuraikan jam, hari, bulan dan tahun; paling MINIMAL surat dakwaan menyebut pembatasan tahun tertentu.

2.	KUHAP tidak secara COMPULSORY menuntut uraian tempus delikti yang tunggal, pasti, positip dan mutlak, oleh karena itu dibolehkan merumuskan tempus delikti secara ALTERNATIP, asal uraiannya jelas, cermat dan lengkap, dalam arti tetap memberi kemungkinan bagi terdakwa untuk membela hak dan kepentingannya.

3.	Menjauhkan sikap dari penerapan uraian tempus delikti yang terlampau FOMALISTIK.  Sikap yang demikian akan menjerumuskan penegakan hukum BERAS SEBELAH melindungi kepentingan terdakwa yang mengakibatkan hancurnya asas KESEIMBANGAN perlindungan kepentingan umum.

4.	Berikan kesempatan yang wajar bagi terdakwa untuk membuktikan ALIBI secara surat dakwaan.  Beban pembuktian alibi, tidak boleh melampaui tempus delikti yang diuraikan sebelum maupun sesudahnya.

5.	Meskipun tidak mutlak dilarang menguraikan tempus delikti yang hanya menyebut tahun saja, sedapat mungkin hal itu dihindari, karena uraian tempus delikti yang seperti itu, mengandung bobot kesulitan yang sangat merugikan kepada terdakwa untuk membuktikan alibi.

	Demikian kira-kira permasalahan tempus delikti yang dapat disampaikan pada kesempatan ini.  Masih banyak kekurangan dan permasalahan yang belum terungkap.  Pembahasannya pun lebih bertitik tolak pada uraian diskriptip dan spekulatip, dan tidak perlu didukung oleh yurisprudensi.  Namun demikian,  barangkali ada manfaatnya bagi kita.  Paling tidak untuk mengajak kita untuk lebih mendalami permasalahan tempus delikti tersebut secara analisa akademis yang lebih bermutu dan berwawasan luas.
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�LISENSI MEREK

MENURUT U.U. No. 19 TAHUN 1992



oleh Setiawan





1.	Pendahuluan

	Undang-undang Merek 1992 (Undang-Undang No. 19 tahun 1992) menarik banyak perhatian, baik di dalam maupun di luar negeri.  Bahkan sebelum undang-undang itu dinyatakan efektif berlaku sejak tanggal 1 April 1993 lalu.

	Majalah Asia Law & Practice dalam terbitan perdananya bulan Pebruari lalu memuat karangan tentang undang-undang merek itu dengan judul "More effective protection under new Trade Mark Law."�

Mengapa disebut "More effective protection?"

	Sebagai salah satu upaya dalam pemberian perlindungan hukum bagi para pemegang hak atas merek, Undang-Undang Merek 1992 mengakui kemungkinan pemberian lisensi.  "The 1992 Trade Mark Law also recognizes for the first time the licensing of trade marks.  This is a significant change from the previous law which did not deal with licensing at all.  Some foreign trademark owners have in the past been reluctant to grant trademark licenses given the uncertain status of the trademark license under the 1961 Trade Mark Law".  Demikian Asia Law & Practice.



2.	Lisensi Merk dalam Yurisprudensi

	Sebenarnya pernyataan itu tidak seluruhnya benar.  Lisensi merek tidaklah berada dalam "uncertain status" di bawah Undang-Undang Merek 1961.

	Walaupun harus diakui bahwa Undang-Undang Merek 1961 tidak memberikan pengaturan tentang lisensi merek, namun hal itu tidaklah berarti bahwa di bawah rezim Undang-Undang Merek 1961 tidak diakui lembaga lisensi.

	Mahkamah Agung dalam putusannya tertanggal 28 Desember 1983 dalam perkara rokok merek Gold Bond dengan bertitik tolak dari pendapat bahwa sebenarnya di beberapa negara maji sistem lisensi telah diperkenalkan, menegaskan pendirian sebagai berikut: "Meskipun pada saat ini perjanjian lisensi belum dikenai dalam Undang-Undang Merek No. 21 tahun 1961 akan tetapi oleh karena pihak PT AIT berdasarkan perjanjian lisensi telah memproduksi merke Gold Bond di Indonesia, maka adalah tidak patut dan bertentangan dengan kesusilaan yang baik apabila PT AIT meminta untuk dihapuskannya pendaftaran merek yang telah dilakukan oleh pihak Gallaher Limited (pemilik merek semula).

	PT AIT sebagai pemegang lisensi merek Gold Bond mengajukan gugatan penghapusan merek Gold Bond atas nama Gallaher Limited atas dasar alasan bahwa Gallaher Limited sebagai pemegang hak atas merek Gold Bond yang telah terdaftar pada Direktorat Paten dan Hak Cipta (kini bernama Dirjen Hak Cipta, Paten dan Merek Departemen Kehakiman), sejak semula tidak pernah memakai sendiri mereknya tersebut (non-use).  Gugatan itu dikabulkan.  Di tingkat kasasi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu dibatalkan.  Gugatan PT AIT ditolak.  "Guna melindungi pemakaian terhadap merek-merek terkenal dan kepatenan dalam lalu lintas perdagangan maka penghapusan merek Gold Bond seharusnya tidak diminta oleh pihak AIT; bahkan pihak AIT, seharusnya berusaha agar bersama-sama dengan pihak Gallaher Limited dapat memproduksi rokok tersebut dengan mengindahkan atau memenuhi ketentuan Undang-Undang Merek No. 21 tahun 1961".

Demikian pertimbangan Mahkamah Agung.�

	Kaidah yang dituangkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan perkara rokok merek Gold Bond itu, dengan mengikuti kebiasaan di kalangan dunia hukum Common Law, dapat disebut sebagai The Gold Bond Ruling.�

	Sayang sekali adanya putusan itu tidak disebut-sebut dalam penjelasan Undang-Undang Merek 1992.  Peran Mahkamah Agung sebagai pembaharu hukum melalui yurisprudensi kurang diketengahkan.



3.	Merek sebagai "Disposal Asset"

	Mengapa lisensi merek perlu diatur dalam undang-undang?

	Lisensi merek sebenarnya menyentuh salah satu satu esensi merek itu sendiri.  Ia meniadakan, setidak-tidaknya melemahkan fungsi merek sebagai "indicator of origin".  Konsumen tidak lagi bisa mengetahui dengan pasti bahwa suatu barang dengan suatu merek tertentu memang berasal dari suatu perusahaan tertentu.  Melalui lembaga lisensi para pemilik merek terkenal bisa memberikan izin kepada perusahaan lain di manca negara guna memproduksi barang dengan merek itu.

	Ada beberapa fungsi merek.�  Salah satu yang terpenting di antaranya adalah "to indicate the origin of the product".  Dengan adanya lembaga lisensi fungsi merek sebagai "indication of the origin of the product" melemah".

	Kita lalu berbicara tentang "proprietor" untuk menunjuk pada si pemilik merek dan tentang "registered user" untuk menunjuk para pemakai merek itu berdasarkan perjanjian lisensi.

	Pada awal mulanya memang pemberian lisensi dikhawatirkan akan mengaburkan konsumen tentang asal-usul barang.�  Merek dipandang sebagai sesuatu hal tidak bisa dipisahkan dari perusahaannya.  Lisensi tidak dikenal.  Demikianlah pula pengalihan merek hanya dapat dilakukan bersama-sama dengan pengalihan perusahaanya.

	Namun lambat laun pendirian itu berubah.  Lembaga lisensi diakui oleh perundang-undangan di pelbagai negara.  Saat ini pemberian lisensi merupakan suatu hal yang sudah lazim.  Demikian pula merek kini dapat dialihkan terlepas dari pengalihan perusahaannya.  Sebagai akibatnya maka merek menjadi "disposal asset".�



4.	Assignment

	Lisensi erat kaitannya dengan assignment (pengalihan hak atas merek).  Namun kedua lembaga itu berbeda antara yang satu dengan yang lain.  Dalam lisensi tidak terjadi pengalihan hak, akan tetapi suatu pemberian izin untuk menggunakan merek.

	Undang-undang Merek 1992 juga memberikan pengaturan tentang pengalihan hak atas merek yang berbeda dengan pengaturan yang terdapat dalam undang-undang yang lama.

	Menurut sistem Undang-Undang Merek lama pemindahan hak atas merek kepada orang lain hanya diperkenankan jika seluruh atau sebagian dari perusahaan yang menghasilkan barang atau perusahaan yang memperdagangkan barang yang memakai merek itu, juga telah dipindahkan haknya kepada orang lain tersebut.

	Menurut sistem UU Merek Baru hak atas merek yang terdaftar dapat dialihkan dengan cara: pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian serta sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang.  Tanpa disertai persyaratan bahwa pengalihan merek itu harus dilakukan bersama-sama dengan pengalihan usahanya, sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang yang lama.

	Pengalihan hak itu wajib dimintakan pencatatan dalam Daftar Umum Merek kepada Kantor Merek.  Pengalihan itu memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga apabila telah dicatat dalam Daftar Umum Merek.  Pengalihan hak atas merek dapat disertai dengan pengalihan nama baik atau reputasi atau lain-lainnya yang terkait dengan merek tersebut.  Pengalihan itu harus bersifat riil.  Pengalihan hak atas merek dengan cara hibah dan perjanjian yang ternyata atau tidak dimaksudkan untuk dipakai bagi produksi dan perdagangan barang dan jasa, ditolak pencatatannya oleh kantor merek.  Hal ini dimaksudkan untuk mencegah bahwa merek itu diperdagangkan sebagai suatu komoditi terlepas dari barangnya (trademark trafficking).

	Kemungkinan pengalihan tidak berlaku untuk segala jenis merek.  Hak atas merek jasa yang terdaftar yang cara pemberian jasa dan hasilnya sangat erat berkaitan dengan atau bahkan ditentukan oleh kemampuan atau ketrampilan pribadi atau perorangan sebagai pemberi jasa yang bersangkutan, tidak dapat dialihkan dalam bentuk dan dengan cara apapun berdasarkan undang-undang ini.

	Dibukanya kemungkinan untuk pengalihan hak atas merek terlepas dari perusahaannya oleh Undang-Undang Merek Baru ini sebenarnya juga merupakan pengukuhan terhadap pendirian yang sebelumnya telah dituangkan dalam putusan Mahkamah Agung dalam perkara Merek Cap Cangkir dari tahun 1982.�





5.	Merek Jasa (Tertentu) Tidak Dapat Dilisensikan

	Tidak semua merek dapat diberikan lisensinya kepada pihak lain.

	Hak atas merek jasa terdaftar yang cara pemberian jasa dan hasilnya sangat erat berkaitan dengan kemampuan atau ketrampilan pribadi pemberi jasa yang bersangkutan, tidak dapat dialihkan dalam bentuk dan dengan cara apapun (pasal 43).

	Penjelasan atas pasal ini menerangkan bahwa ketentuan ini untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen.

	Dasar pertimbangannya adalah bahwa pemberian jasa tertentu, seperti misalnya pembuatan adi busana atau pemotongan dan tatarias rambut sangat ditentukan hasilnya oleh kemampuan individu.  Sebagai contoh, jasa pemotongan dan tatarias rambut "A") (nama pemberi jasa yang sekaligus digunakan sebagai merek jasa).

	Merek jasa seperti itu tidak dapat dialihkan (termasuk dengan cara perjanjian lisensi), karena cara pemberian dan hasilnya sangat bersifat individual.



6.	Merek Kolektif Terdaftar Tidak Dapat Dilensikan

	Undang-Undang Merek 1992 menentukann bahwa merek kolektif terdaftar tidak dapat dilisensikan kepada orang atau badan lain (Pasal 67).

	Ketentuan ini merupakan konsekuensi logis dari pengertian merek kolektif itu sendiri.  Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.  Perhatikan bahwa titik beratnya di sini tidak diletakkan pada penggunaan (ataupun pemilikan) oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama  atas sesuatu merek, melainkan pada adanya karakteristik atau ciri-ciri yang sama dari barang atau jasa-jasa yang dihasilkan.

	Merek kolektif hanya boleh digunakan oleh orang atau badan hukum yang jenis barang atau jasanya memenuhi persyaratan karakteristik atau ciri-ciri tertentu.  Penjelasan Undang-Undang Merek 1992 itu sendiri menyatakan bahw dalam merek kolektif terdapat peraturan mengenai penggunaan merek yang bersangkutan yang dibuat oleh pemiliknya.  Peraturan tersebut di negara-negara lain dikenal sebagai "regulation".  World Intellectual Property Organization menyebutkan "the Regulation Concerning the use of Collective Marks".  Dengan adanya ktentuan a.l. mengenai sifat, ciri-ciri umum dan mutu barang atau jasa dan pengawasannya, terkandung pengertian adanya persyaratan yang harus diikuti oleh orang atau badan hukum yang ikut menggunakan merek kolektif yang bersangkutan.

	Berdasarkan uraian di atas sudah barang tentu merek kolektif tidak dapat dilisensikan kepada orang atau badan hukum lain; atas dasar pemikiran bahwa barang atau badan hukum yang barang-barang atau jasa-jasanya benar-benar memenuhi karakteristik atau ciri-ciri tertentu saja.  Jika lisensi dibenarkan, maka dasar pemikiran penggunaan merek kolektif akan kehilangan artinya.

	Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 43 tentang merek (dalam arti merek jasa, bukan merek kolektif) yang menyatakan bahwa hak atas merek jasa terdaftar yang cara pemberian jasa dan hasilnya sangat erat berkaitan dengan kemampuan atau ketrampilan pribadi pemberi jasa yang bersangkutan, tidak dapat dialihkan dalam bentuk dan dengan cara apapun.



7.	Fungsi Merek Kolektif

	Merek kolektif berbeda fungsinya dari merek biasa.  Suatu merek bisa bertujuan utnuk mengindivualisir suatu barang tertentu.  Dengan menunjuk pada suatu merek tertentu konsumen pasti mengenali dari (perusahaan) mana asal barang itu.

	Tidak demikian halnya dengan merek koketif.  Ia tidak memberikan indikasi dari (perusahaan) mana barang itu berasal, juga tidak berfungsi memberikan nama pada produk itu, seperti Rinso umpamanya.

	Merek kolektif berfungsi menonjolkan aspek-aspek tertentu dari suatu produk, ciri-ciri khusus, sifat, tanda pengenal yang dimiliki oleh barang-barang yang berasal dari pelbagai macam perusahaa.  Dengan demikian satu merek bisa digunakan oleh suatu perusahaan tertentu; sedangkan merek kolektif justru digunakan oleh beberapa perusahaan.

	Apabila dalam merek biasa fungsi merek memberikan indikasi tentang asal usul (indication of origin), maka pada merek kolektif fungsi merek lebih dititikberatkan pada indikasinya tentang kualitas.�

	Dalam hal ini bisa dibedakan merek-merek kolektif yang menunjuk pada asal usul geografi, merek yang diberikan oleh suatu perhimpunan tertentu, serta keurmerken.  Dalam hal keurmerken ada persyaratan yang lebih berat daripada sekedar tanda tentang asal usul geografis atau merek-merek yang digunakan oleh suatu perhimpunan; keurmerken hanya diberikan dalam hal suatu barang memenuhi suatu persyaratan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.  Dalam hal merek perhimpunan umpamanya titik beratnya sekedar diletakkan pada pertanyaan apakah perusahaan yang menggunakan merek itu merupakan anggota perhimpunan itu atau tidak, akan tetapi dalam hal kerumerk suatu perusahaan hanya dibenarkan menggunakan kerumerk tertentu dalam hal barangnya memenuhi persyaratan tertentu pula.  Di sini kita lalu berbicara tentang certification marks.�



8.	Lisensi Menurut Undang-Undang Merek 1982

	Ketentuan dasarnya diletakkan oleh pasal 44(1) yang menyatakan bahwa pemilik merek terdaftar berhak memberi lisensi kepada orang lain dengan perjanjian menggunakan mereknya baik untuk sebagian atau seluruh jenis barang atau jasa yang termasuk dalam satu kelas.

	Dari bunyi ketentuan pasal ini tampak jelas bahwa hakekat lisensi ialah pemberian izin untuk menggunakan merek terdaftar oleh orang lain.  Undang-undang merek baru itu juga memberikan dasar-dasar ketentuan perihal lisensi, yang pokok-pokoknya akan diuraikan berikut ini.



9.	Wilayah Berlakunya Lisensi

	Perjanjian lisensi berlaku untuk seluruh wilayah negara Republik Indonesia kecuali bila diperjanjikan lain, untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan merek terdaftar yang bersangkutan. (Pasal 44).

	Pada umumnya, lisensi merek dapat diberikan dengan beberapa pembatasan tertentu.  Ketentuan yang tercantum dalam pasal 44(2) ini mencantumkan dua pembatasan, yakni (a) pembatasan tentang wilayah dan (b) pembatasan tentang waktu berlakunya lisensi merek itu.  Pembatasan-pembatasan ini apabila dituangkan dalam suatu perjanjian lazim disebut sebagai restrictive clauses.  Sesuai namanya restrictive clauses selalu mengacu pada hal-hal yang negatif.  Oleh karenanya perundang-undangan tentang lisensi merek di mancanegara selalu membuat ketentuan sejauh mana restrictive clauses dalam perjanjian-perjanjian tentang lisensi merek itu diperbolehkan.

	Sebelumnya tidak semua restrictive clauses dilarang.  Pada umumnya pembatasan tentang jangka waktu dan wilayah berlakunya lisensi dapat diterima.

	Menrutu ketentuan Undang-Undang Merek 1992, perjanjian lisensi berlaku untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari masa pendaftaran merke yang bersangkutan dan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia (kecuali bila diperjanjikan lain).  Dari ketentuan ini jelas tampak bahwa wilayah Republik Indonesia diperlakukan sebagai suatu wilayah pemasaran yang utuh.  Dengan demikian dapat dicegah dividing-up markets yang dapat merugikan perkembangan perekonomiann di negara kita.  Oleh karenanya dalam Peraturan Pemerintah yang nantinya akan dikeluarkan bagi pengaturan lisensi merek ini lebih lanjut, hemat kami, perlu diadakan pengaturan yang jelas dan rinci dengan apa yang dimaksudkan oleh anak kalimat yang berbunyi "kecuali bila diperjanjikan lain".  Sebab apabila tidak, hal itu bisa samasekali meniadakan maksud semula bahwa wilayah Republik Indonesia diperlakukan sebagai suatu wilayah pemasaran yang utuh.



10.	Jangka Waktu Berlakunya Lisensi

	Ketentuan perihal pembatasan tentang waktu berlakunya lisensi merek merupakan sesuatu hal yang logis.  Perjanjian lisensi hanya berlaku untuk jangka waktu yang tidak lebih lama dari jangka waktu perlindungan merek terdaftar yang bersangkutan.

	Menurut ketentuan Undang-Undang Merek 1992, merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu sepuluh tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan. (Pasal 7).  Dengan demikian pemegang hak atas merek terdaftar menurut Undang-Undang Merek Indonesia hanya bisa memberikan lisensi kepada orang lain untuk jangka waktu maksimal selama sepuluh tahun.

	Pengaturan tentang jangka waktu berlakunya hak atas merek terdaftar tidak sama di setiap negara.  Oleh karenanya, setiap saat kita akan menandatangani suatu perjanjian lisensi merek, hendaknya diteliti terlebih dahulu, selain ada atau tidaknya alas hak yang sah atas merek itu dari pihak licensor, juga lamanya jangka waktu hak atas merek itu yang dimiliki oleh licensor berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negaranya.



11.	Pendaftaran Lisensi Merek

	Perjanjian lisensi wajib dimintakan pencatatan pada Kantor Merek.

	Pertama dan terutama tentunya pencatatan perjanjian lisensi ini dimaksudkan untuk menjamin adanya kepastian hukum.

	Kedua, untuk memberikan perlindungan hukum, baik bagi pihak licensee maupun pihak licensor.

	Dengan adanya pendaftaran perjanjian lisensi maka alas hak penggunaan sesuatu merek oleh pihak licensee menjadi jelas.  Ia terlindungi dari tuntutan bahwa penggunaan mereknya itu dilakukan tanpa hak.

	Perlindungan bagi pihak licensee berkenaan pula dengan pendaftaran merek itu pada Kantor Merke.  Menurut Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor: M.03-HC.02.01 tahun 1991 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain atau Milik Badan Lain, tanggal 2 Mei 1992, permohonan pendaftaran merek dalam Daftar Umum terhadap merek terkenal milik orang lain atau milik badan lain dari pemilik asli berdasarkan persetujuan lisensi atau persetujuan lain yang lazim berlaku secara internasional.



12.	Lisensi Merek dan Non Use

	Bagi pihak licensor pendaftaran perjanjian lisensi memberikan perlindungan terhadap ancaman penghapusan merek atas dasar non-use, kendatipun merek itu tidak digunakan olehnya sendiri.  Pasal 51 Undang-Undang Merek 1992 menentukan bahwa penghapusan pendaftaran atas prakarsa Kantor Merek dapat dilakukan apabila diperoleh bukti yang cukup bahwa merek tidak digunaka berturut-turut selama 3 tahun atau lebih dalam perdagangan barang atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir.  Yang dimaksud dengan "pemakaian terakhir" adalah pemakaian merek tersebut pada produksi barang atau jasa yang diperdagangkan.  Saat tersebut dihitung dari tanggal produksi yang terakhir, sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat.

	Dalam pada itu, pasal 47 Undang-Undang Merek 1992 jelas-jelas menyebutkan bahwa penggunaan merek terdaftar di Indonesia oleh penerima lisensi, dianggap sama dengan penggunaan merek tersebut di Indonesia oleh pemilik merek.  Hal ini berarti, bahwa bahwa penggunaan merek oleh pihak licensor untuk menyangkal adanya non-use.



13.	Aneka Pengaturan Tentang Licensi

	Ayat-ayat berikutnya dari pasal 44 Undang-Undang Merek 1992 menentukan:



ayat (4):	Perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dicatat oleh Kantor Merek dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.



ayat (5):	Syarat dan tatacara permintaan pencatatan perjanjian lisensi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.



ayat (6):	Pencatatan perjanjian lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri.



	Baik Peraturan Pemerintah maupun Keputusan Menteri yang dimaksud hingga saat sekarang ini belum ada.

	Menurut Undang-Undang Merek yang berlaku di Singapura� pemberian lisensi juga harus didaftarkan.



14.	Lisensi dan Tuntutan Ganti Rugi

	Diakuinya pemakaian merek oleh pemegang lisensi sebagai pemakaian oleh orang yang berhak atas merek tersebut juga membawa akibat hukum lain.

	Walaupun undang-undang tidak menentukan secara tegas, hal ini harus diartikan bahwa pemegang lisensi berhak menuntut ganti rugi terhadap pemakaian mereknya oleh pihak ketiga.  Hanya saja Undang-Undang Merek 1992 ini tidak memberi kejelasan apakah tuntutan terhadap pihak ketiga itu dapat dilancarkan oleh pemegang lisensi sendiri ataukan untuk hal itu pemegang lisensi harus memperoleh persetujuan sebelumnya dari pemegang hak atas merek terdaftar itu.

	Sebagai sekedar perbandingan dapat dikemukakan di sini bahwa menurut Undang-Undang Merek yang berlaku di negara-negara Benelux, tuntutan ini hanya dapat dilakukan oleh pemegang lisensi apabila hal itu dilakukannya bersama-sama dengan pemegang hak atas merek itu.  Berdasarkan ketentuan pasal 111 Benelux Merkenwet 1971 pemegang lisensi dapat menuntut ganti rugi.  Aka ntetapi tuntutan ganti rugi itu tidak dapat dilakukannya sendiri; ia harus selalu didampingi pemegang hak atas mereknya.

	Lain halnya pengaturan di Singapura:� "subject to any agreement subsisting between the parties, a registered user of a trade mark (maksudnya licensee) shall be entitled to call upon the proprietor thereof, and, if the proprietor refuses or neglects to do so within two months after being so called, upon the registered user may institute proceedings for infringement in his own name as if he were the proprietor, making the proprietor a defendant.  A proprietor so added as defendant shall not be liable for any costs unless he enters an appearance and takes part in the proceedings."

	Kejelasan tentang hal ini di negara kita nampaknya masih menunggu Peraturan Pemerintah ataupun yurisprudensi.

	Atas dasar pertimbangan di atas maka dalam perjanjian lisensi perlu diatur perihal adanya kesanggupan dari pemilik hak atas merek untuk bersama-sama dengan pemegang lisensi mengadakan tuntutan terhadap pihak ketiga, berikut sanksi-sanksinya.



15.	Exclusivity

	Pemilik merek terdaftar yang telah memberi lisensi kepada orang lain tetap dapat menggunakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk menggunakan merek tersebut, kecuali blia diperjanjikan lain.  (Pasal 45).

	Tidak demikian halnya apabila ada klausula exclusivity.

	Tentu saja, apabila kita sebagai suatu perusahaan nasional memegang lisensi suatu merek asing, kita akan sekalu menuntut agar selalu dicantumkan klausula exclusivity, yakni bahwa hanya perusahaan kitalah, dengan mengecualikan pihak-pihak lain (termasuk pemegang hak atas merek itu sendiri) yang diperbolehkan menggunakan dan mendaftarkan merek itu di Indonesia, sebagai satu-satunya licensee.

	Dari sudut pandangan pihak asing suatu exclusive license dipandang sebagai mengandung risiko yang lebih besar daripada suatu non-exclusive license.

	Oleh karenanya untuk memperkecil risiko terjadinya kerugian, pihak licensor asing dalam memberikan suatu exclusive-license biasanya memintakan persyaratan-persyaratan tambahan sebagai berikut:



(1)	require that the licensee not handle competing products, so that the licensse's efforts are devoted to manufacturing and marketing products using the licensed technology;

(2)	establish minimum royalties, perhaps low at first but increasing over the years;

(3)	limit the products to whic hthe license applies or the territory over which the exclusive license applies.�



16.	Exhaustion-principle

	Pembatasan-pembatasan, seperti juga halnya yang dituangkan dalam Undang-Undang Merek 1992, terhadap lisensi pada hakekatnya bertujuan untuk melindungi konsumen terhadap "confusion" atau "deception".  Tujuannya adalah untuk sejauh mungkin mempertahankan fungsi merek sebagai "indiciation of trade origin".

	Dipandang perlu untuk menciptakan kondisi sedemikian rupa agar merek tidak digunakan sebagai alat untuk "divide-up markets" ataupun dipakai sebagai alat untuk menghalangi jalannya perdagangan yang bebas.  Dalam hubungan ini maka dikenal apa yang dinamakan sebagai "the doctrine of exhaustion of trade mark rights" atau "the exhaustion princple".

	Doktrin ini membatasi hak-hak pemegang merek terdaftar.  Begitu sesuatu barang yang menggunakan merek tertentu dipasarkan, "lawfully sold", maka hak si pemegang merek telah dipakai habis (exhausted).  Ia (baik pemegang hak atas merek itu ataupun pemegang lisensinya) tidak bisa lagi menghalang-halangi penggunaan merek itu oleh pihak ketiga dalam hubunga ndnegan barang-barang itu.  Pihak ketiga umpamanya, dapat menjual kembali barang-barang itu dan dapat menggunakan merek itu dapam mempromosikan barang-barang yang dijualnya, tanpa campur tangan pihak pemilik merek, asalkan saja terhadap barang-barang tidak dilakukan perubahan apapun juga.

	Masalah tentang "exhaustion principle" ini berkaitan erat dengan apa yang dikenal sebagai "paralel-imports".  Pengertian "lawfull sold" di atas mengandung makna bahwa penjualan itu dialkukan di negara mana merek itu terdaftar.  Pertanyaan yang sering timbul adalah apakah pemegang merek terdaftar dapat menghalang-halangi pihak ketiga untuk mengimpor barang-barang dengan merek tertentu yang telah dipasarkan ("lawfully sold") dari negeri ketiga.  Paralel-import sedemikian apabila diperkenankan bisa merugikan pemegang merek terdaftar di negara yang bersangkutan.  Sebaliknya suatu pelarangan terhadap paralel import sedemikian akan memberikan posisi monopoli kepada pemegangn hak atas merek itu (ataupun pemegang lisensinya) disuatu negara tertentu.�

	Undang-undang Merek 1992 tidak memuat ketentuan tentang "paralel imports" ini.  Beda halnya dengan Undang-Undang Paten (UU No. 6 tahun 1989).  Pasal 20 dari undang-undang itu menentukan bahwa impor atas hasil produksi yang diberi paten atau dibuat dengan proses yang diberi paten tidak merupakan pelaksanaan paten.  Ketentuan ini memungkinkan terjadinya "paralel-imports" yang (akan) mengurangi posisi monopoli dari pemegang hak paten asing di Indonesia.



17.	Lisensi dan Perekonomian Negara

	Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang lansung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memaut pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya (Pasal 48(1)).

	Kantor Merek wajib menolak permintaan pencatatan perjanjian lisensi yang memuat larangan itu.  (Pasal 48 (2)).

	Kantor Merek memberitahukan penolakan itu secara tertulis kepada pemilik merek dan penerima lisensi atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya.

	Perjanjian lisensi merek biasanya tidak berdiri sendiri; maksudnya perjanjian itu tidak hanya memuat ketentuan-ketentuan mengenai pemberian izin penggunaan merek saja.

	Tidak jarang suatu perjanjian lisensi merek dikaitkan degan perjanjian mengenai pemberian technical assistance.  Bahkan sering juga terjadi bahwa perjanjian lisensi merek itu merupakan bagian dari kerangka perjanjian yang lebih luas ruang lingkupnya seperti halnya suatu franchise-agreement umpamanya.

	Dalam rangka ruang lingkup yang lebih luas itulah pihak licensor ataupun franchisor ataupun pihak penyedia technical assistance, meletakkan ikatan-ikatan yang lazim dinamakan "tie-in-clauses" (di samping restrictive clauses yang clauses" sejenis ini seyogyanya dilarang, setidak-tidaknya dibatasi.

	Dieter Praff� memberi ukuran untuk membeda-bedakan bermacam-macam bentuk perjanjian lisensi.  Ukuran pertama adalah tujuan ekonomis apa yang hendak dicapai oleh perjanjian lisensi itu, ukuran kedua adalah acuan hukum apa yang dipakai untuk mencapai tujuan ekonomi tadi.

	Berdasarkan kedua ukuran tadi, maka dikenal 3 (tiga) corak perjanjian lisensi:

a.	License exchange contracts: yakni perjanjian antara para pesaing yang bergerak di bidang kegiatan yang sama atau memiliki hubungan yang sedemikan eratnya, sehingga karena masalah-masalah teknis masing-masing di antara mereka tidak dapat melakukan kegiatannya tanpa melanggar hak-hak yang termasuk industrial property rights dari pihak yang lain.  Oleh karenanya dalam license exchange contracts itu merek sepakat untuk mengesampingkan hak-hak masing-masing untuk mengadakan penuntutan terhadap perbuatan perbuatan yang merupakan pelanggaran di bidang industrial property rights dari pihak yang satu terhadap pihak yang lain.

	Disini, titik berat lisensi tidak terletak pada pemberian izin ataupun pembayaran royalties.

b.	Corak perjanjian lisensi kedua merupakan kebalikan dari corak yang pertama.  Dalam kelompok ini termasuk perjanjian-perjanjian lisensi yang dari luar saja tampak sebagai perjanjian lisensi, namun sebenarnya bukan perjanjian lisensi dalam arti sesungguhnya.  Mereka semata-mata dibuat dengan tujuan untuk menyelundupi pajak; dengan cara seolah-olah suatu cabang perusahaan di suatu negara tertentu membayar royalties kepada perusahaan untuknya di negara lain.  Perjanjian-perjanjian sejenis ini lazim dinamakan return contracts.

c.	Perjanjian lisensi dalam arti sebenarnya, tanpa camouflaginng effects sebagai diuraikan diatas. 

	Membaca uraian di atas tidaklah heran bahwa perundang-undangan di mancanegara tentang lisensi (merek) meletakkan pembatasan-pembatasan tertentu tentang restrictive dan tie-inclauses tadi.





18.	Perjanjian Lisensi dan Asas Kebebasan Berkontrak

	Bahkan, Undang-Undang Merek 1992 memberikan pengaturan sedemikian tentang lisensi, sehingga bisa menerobos apa yang sebelumnya telah disepakati oleh para pihak dalam suatu perjanjian lisensi.

	Penerima lisensi yang beritikad baik dari merek yang kemudian dibatalkan atas dasar adanya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain yang terdaftar, tetap berhak melaksanakannya sebagai perjanjian lisensi merek yang tidak dibatalkan sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian lisensi tersebut.  (Pasal 49 (1)).

	Penerima lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilaksanakannya kepada pemberi lisensi merek yang dibatalkan, melainkan wajib melaksanakan pembayaran royalti kepada pemilik merek yang tidak dibatalkan.  (Pasal 49 (2)).

	Dalam hal pemberi lisensi sudah terlebih dahulu menerima secara sekaligus royalti dari penerima lisensi, pemberi lisensi tersebut wajib menyerahkan bagian dari royalti yang diterimanya kepada pemilik merek yang tidak dibatalkan, yang besarnya sebanding dengan sisa jangka waktu perjanjian lisensi.  (Pasal 49 (3)).

	Tampak jelas, bahwa pasal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan pada pihak licensee.

	Pasal ini tidak memberikan kemungkinan untuk disimpanginya ketentuan tadi atas kesepakatan para pihak.  Hemat saya, hal ini memang dimaksudkan demikian oleh pembuat undang-undang, yakni guna memberikan perlindungan huk kepada pihak yang lebih lemah (baca: lisensee).

	Dari ketentuan pasal ini dan dari ketentuan pasal-pasal sebelumnya dapat ditarik suau kesimpulan bahwa dalam hal penyusunan perjanjian lisensi, asas kebebasan berkontrak tidak berlaku sepenuhnya.

	Hal ini sebenarnya sejalan dengan perkembangan hukum perjanjian pada umumnya.  Kini banyak sekali ketentuan perundang-undangan yang mengurangi setidak-tidaknya membatasi asas kebebasan berkontrak itu pada umumnya mengatur bidang perkembangan sosial ekonomi suatu negara; oleh karenanya dinamakan social-economisch ordernigsrecht.  Peraturan-peraturan ini termasuk dalam bidang hukum publik yang bersifat memaksa (of a mandatory nature).  Isi peraturan-peraturan itu tidak bisa di "outcontract" oleh para pihak.

	Oleh karenanya dalam membuat perjanjian tentang lisensi (merek) hal-hal ini perlu diperhatikan.

	Pihak asing, yang ingin memberikan lisensi merek di Indonesia harus memperhatikan ketentuan-ketentuan tentang lisensi merek di Indonesia.  Sebaliknya jug pihak Indonesia yang ingin memberikan lisensi merek di negara asing tertentu, harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan tentang lisensi merek di negara asing itu.

	Penyimpangan terhadap peraturan-peraturan yang bersifat memaksa (mandatory) itu akan mengakibatkan tidak diakuinya perjanjian yang bersangkutan setidak-tidaknya bagian dari perjanjian yang bertentangan) atas dasar pendirian bahwa kesepakatan dalam perjanjian itu bertentangan dengan public policy (ketertiban umum).



19.	Penutup

	Mereka yang berkecimpung di dunia merek masih menantikan keluarnya Peraturan Pemerintah yang akan memberikan pengaturan lebih lanjut tentang lisensi merek yang dasar-dasarnya sudah diletakkan oleh Undang-Undang Merek 1992 yang berlaku sejak 1 April 1993.  Mudah-mudahan saat itu segera tiba.
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�RESEPSI HUKUM BARAT

DI INDONESIA DEWASA INI



Prof. DR. H. Moh. Koesnoe. SH





Pendahuluan

	Hukum Positif di Indonesia pada waktu ini dalam garis besarnya masih dapat dibedakan dalam dua golongan hukum.  Yang pertama ialah golongan Hukum Barat dan kedua ialah golongan hukum Adat.  Di dalam golongan Hukum Adat atas dasar tradisi yang diikuti dari masa lalu menurut kalangan hukum kita termasuk di dalamnya hukum yang berasal dari agama-agama besar seperti hukum Hindu, Budha dan hukum Fiqih.  Dengan dimasukkannya hukum-hukum yang dibawa oleh agama-agama besar tersebut ke dalam hukum Adat maka di dalam uraian selanjutnya di sini bila mana disebut hukum Adat akan sudah termasuk hukum-hukum yang berasal dari agama-agama besar tersebut.   Di dalam uraian ini tidak akan dibahas bagaimana resepsi hukum-hukum agama-agama tersebut ke dalam hukum Adat.



Pengenalan Hukum Barat ke dalam masyarakat Indonesia

	Hukum Barat diperkenalkan ke dalam masyarakat Indonesia sejak orang-orang Barat mulai bertempat tinggal di kota-kota tertentu di Indonesia.  Dari bahan sejarah hukum Indonesia, yang dengan jelas dapat dikemukakan ialah terutama di tempat konsentrasi kediaman orang-orang Barat di kota Jakarta yaitu zaman mulai adanya Verenigde Oost Indische Compagnie.  Tentang bagaimana bentuk hukum Barat yang diperkenalkan di kota tersebut pada masa itu di dalam kalangan orang-orang Barat, disebutkan bahwa hukum Barat yang diberlakukan diantara penduduk Barat tersebut adalah hukum Belanda Kuno.  Hukum Belanda Kuno itu lain dari Burgerlijk Wetboek (B.W.) yang kini kita saksikan.

	Dikota Jakarta tersebut Hukum Belanda  Kuno ini tidak berlaku bagi orang-orang Indonesia.  Dari itu tidak ada suatu peristiwa resepsi hukum Belanda Kuno tersebut oleh orang-orang Indonesia yang diam di kota itu.  Masing-masing golongan penduduk tersebut pada prinsipnya hidup di bawah hukumnya sendiri-sendiri.  Peristiwa resepsi hukum Barat oleh masyarakat Indonesia dalam arti yang sesungguhnya baru dapat dicatat sekitar tahun 1847� dan seterusnya.

	Sejak waktu itu dapat dicatat adanya peristiwa hukum Barat dipaksakan berlaku untuk masyarakat Adat.  Tahap pertama ialah diperlakukan secara paksa hukum Barat di dalam masyarakat Adat di dalam bidang tertentu saja yaitu bidang Hukum Pidana.  Diperlakukannya Hukum Pidana dengan paksa oleh pemerintah kolonial atas dasar kekuasaannya sebagai pemerintah kolonial ke dalam masyarakat Adat itu diterima oleh Masyarakat Adat dengan menyerah untuk menerimanya pengertian.  Dengan perlakuan paksa ini terlihat bahwa banyak ketentuan-ketentuan dari hukum Pidana Barat tersebut yang dirasakan sebagai ganjil bila diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa yang oleh hukum Adat sudah diatur sesuai dengan adatnya.  Padahal bila diikuti ketentuan Hukum Pidana Barat perbuatan itu dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman.�

	Dengan keadaan yang demikian, banyak diantara para petugas hukum kolonial lambat-laun menyadari tentang tidak adilnya ketentuan Hukum Pidana Barat tersebut bila diterapkan begitu saja terhadap orang-orang Indonesia.  Memperlakukan dengan paksa akhirnya membawa tuntutan untuk memperlakukannya dengan bijaksana.  Ini adalah babak permulaan adanya resepsi Hukum Barat oleh masyarakat Adat.  Mengenai resepsi bidang Hukum Pidana tersebut di dalam uraian ini tidak akan kita perinci lebih jauh.

	Ada satu resepsi Hukum Barat yang sampai pada waktu ini berlangsung tanpa paksaan yaitu resepsi dalam bidang Hukum Perdata Barat sebagai mana termuat di dalam Burgelijk Wetboek.

	Hukum Perdata Barat yang tercantum di dalam Bergerlijk Wetboek, selanjutnya kita sebut dengan singkatannya yaitu B.W. adalah suatu Wetboek atau Kitab Undang-Undang.  Ini adalah dibuat oleh badan legislatif negeri Belanda pada sekitar pertengahan abad ke XIX.  Adanya Undang-undang ini dimaksudkan untuk berlaku bagi orang-orang Belanda di negeri Belanda.  Di dalam tahun 1847 dengan mempergunakan azas konkordansi, Burgerlijk Wetboek negeri Belanda tersebut oleh pemerintah kolonial diperlakukan di Indonesia mulanya ialah khusus bagi orang-orang Eropa yang tinggal di Indonesia.�  Dalam tahap ini tegas bahwa bagi  orang-orang Indonesia yang tunduk kepada Hukum Adatnya tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan dari B.W. tersebut.�

	Mengingat kepentingan perdagangan yang terjadi sehari-hari antara orang Barat dengan orang-orang Timur Asing di kota-kota Timur Asing di kota-kota, untuk memudahkan penyelesaian tentang bagaimana hukumnya bagi perhubungan yang demikian, akhirnya B.W. dan Wetboek van Kopenhandel selanjutnya disebut dengan singkatan WvK, diperlakukan secara paksa pula bagi orang-orang golongan penduduk di Indonesia bukan Eropa yang termasuk golongan orang-orang Cina.  Mulanya hanya bagian-bagian tertentu saja dari ketentuan Kitab Undang-Undang tersebut yang diperlakukan.  Tetapi kemudian berlakunya lambat-laun diperluas dengan plus minus, plus artinya adanya tambahan khusus dan minus artinya adanya pasal-pasal yang tidak berlaku.�

	Selanjutnya di dalam tahun berikutnya bagian-bagian tertentu dari B.W. dan WvK. diperlakukan pula dengan paksa untuk golongan orang-orang Timur Asing bukan golongan Cina yang bertempat tinggal di Indonesia.�

	Perkembangan selanjutnya ialah diperlakukannya B.W. dan WvK. untuk masyarakat Indonesia yang tunduk kepada hukum Adat.  Ini adalah peristiwa dimana masyarakat Indonesia yaitu golongan Bumi putera tersebut mulai benar-benar melakukan resepsi hukum Barat.  Hal inilah yang akan kita utamakan pada uraian ini dengan segala perkembangan selanjutnya sampai dewasa ini.



Resepsi Hukum Barat oleh Masyarakat Hukum Adat

	Berbeda dengan berlakunya hukum Pidana Barat bagi orang-orang Indonesia, berlakunya hukum Perdata Barat untuk orang-orang Indonesia yang tunduk kepada hukum Adat, sejak pada mulanya tidaklah terjadi atas dasar paksaan dari pemerintah kolonial terhadap orang-orang Indonesia golongan Bumi putera.  Hal ini sesuai dengan ketentuan dari dasar perundang-undangan kolonial itu sendiri yaitu yang menyatakan di dalam pasal 11 A.B. bahwa orang-orang Indonesia tunduk kepada hukum Adatnya sendiri.�

	Perhubungan orang-orang Indonesia dengan orang Barat, khususnya dengan orang Belanda yang tinggal di Indonesia membawa kebutuhan-kebutuhan hukum baru di dalam memenuhi tuntutan hubungan kemasyarakatan antara mereka.  Ada di antara orang-orang Indonesia, yang karena hubungan tersebut berpindah agama yaitu dari agamanya semula menjadi Kristen.  Ada yang karena perubahan itu memiliki jenis kedudukan dan pangkat yang sama dan sederajat dengan orang-orang Belanda sebagai koleganya yang tunduk kepada hukum Barat.  Ada lagi diantaranya yang mempunyai hubungan erat dalam bidang perdagangan yang menuntut diperlakukannya hukum yang dapat diterima oleh kedua pihak.  Semua perubahan tersebut menimbulkan kebutuhan-kebutuhan hukum yang baru yang tidak diatur atau diatur tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan perhubungan antara kedua macam golongan penduduk yang berbeda hukum golongannya itu.

	Kebutuhan-kebutuhan hukum yang baru tersebut yang dialami oleh sementara kalangan orang-orang Indonesia, yang tunduk kepada Hukum Adat, mendapat perhatian pula di dalam perundang-undangan pemerintah kolonial.  Demikianlah atas dasar ketentuan undang-undang yang demikian kepada orang-orang Indonesia diberikan berbagai macam-macam untuk menikmati hukum Perdata Barat.

	Sehubungan dengan itu menikmati Hukum Perdata Barat dapat berbentuk di dalam menikmati secara keseluruhan meliputi perubahan statusnya sebagai orang Adat.  Bilamana ini terjadi, orang Indonesia yang tunduk kepada Hukum Adat ringkasnya sebagai orang Adat, berubah statusnya menjadi berstatus sebagai orang Eropa.  Dalam hal ini terjadi maka orang Adat tersebut dinamakan telah "dipersamakan" (gelijksteld) dengan orang Eropa.�

	Ada lagi satu bentuk menikmati hukum Barat yaitu Hukum Perdata saja yang ada di B.W.dan WvK.  Bagaimana menikmati yang demikian itu hal itu diatur di dalam suatu peraturan tertulis yang khusus� dimana dibedakan dalam tiga macam menikmati Hukum Perdata Barat tersebut.

	Dari segala macam bentuk-bentuk menikmati hukum Perdata Barat oleh orang Adat itu semua yang penting untuk diperhatikan dalam sejarah hukum Indonesia ialah terutama bentuk yang disebut oleh peraturan tersebut sebagai bentuk yang keempat yaitu yang disebut: "onderwerping voor een bepalde Rechtshandeling."�

	Bentuk yang keempat tersebut ialah bentuk yang sampai dewasa ini terpenting.  Dengan kemerdekaan nasional banyak orang-orang Adat yang dalam usaha dagangnya memilih bentuk usaha dagang beserta lembaga-lembaganya dari Hukum Barat.  Menjamurnya penggunaan C.V, PT., Yayasan, pemakaian giro dan check penggunaan jasa Notaris dan sebagainya adalah gejala-gejala tentang bagaimana disukainya ketentuan-ketentuan Hukum Perdata Barat tersebut oleh orang-orang Adat kita.�

	Sekalipun terjadi perkembangan resepsi Hukum Perdata Barat secara begitu pesat oleh masyarakat Adat kita, yang perlu dicatat ialah bahwa penerimaan dan penggunaan ketentuan-ketentuan Hukum Perdata Barat tersebut oleh masyarakat Adat menunjukkan adanya perkembangan yang menuju kepada pemahamannya yang tidak lagi murni barat.  Apa yang terlihat ialah adanya pemahaman yang dijiwai oleh Hukum Adat.�  Jadi terjadi semacam Adaptasi atau mengadatkan Hukum Perdata Barat.  Bagaimana penjelasannya tentang ini, hal ini akan kita uraikan lebih lanjut dalam membahas tahap-tahap perkembangannya.



Hukum Barat yang kita Resepsi

	Hukum Barat yang kita resepsi dari Hukum Belanda tersebut adalah suatu Hukum yang asal usulnya diambil dari Hukum Romawi.  Dengan demikian Hukum Barat tersebut adalah pula hasil resepsi Hukum dari luar negeri Belanda.

	Bilamana diteliti dengan seksama resepsi hukum Romawi tersebut oleh masyarakat Belanda di negeri Belanda, resepsi itu tidak berlaku sekaligus akan tetapi  melalui tahap-tahap resepsi yang dilakukan oleh masyarakat daratan Eropa Barat.  Menurut seorang guru besar fakultas Hukum Universitas Indonesia yaitu Prof. Djokosoetono, resepsi Hukum Romawi oleh masyarakat daratan Eropa Barat, tahap-tahapnya adalah sebagai berikut.�

	Tahap pertama ialah suatu tahap dimana orang-orang terpelajar di daratan Eropa Barat yang berminat mempelajari Hukum pergi ke Romawi untuk belajar Hukum Romawi.  Hal itu dianggap penting pada masa daratan Eropa Barat dikuasai oleh kerajaan Romawi.  Sebagai daerah kekuasaan kerajaan Romawi, penguasa-penguasa Romawi memperlakukan hukum Romawi.  Di dalam tahap tersebut apa yang terjadi ialah bahwa kalangan orang-orang yang terpelajar dari Eropa Barat yang berminat di dalam ilmu hukum mempelajari seluk beluk dari hukum Romawi secara teoritis di pusat kerajaan romawi yaitu Itali.  Tahap resepsi ini merupakan tahap resepsi hukum Romawi yang disebut teoritis.

	Dari tahap pertama ini menyusul suatu tahap berikutnya.  Tahap resepsi ini ialah tahap dimana para yuris yang telah terdidik dalam teori tentang hukum Romawi melakukan praktek hukum Romawi di negerinya masing-masing.  Dalam hal ini Hukum Romawi dipraktekkan atas dasar kemampuan yuris yang bersangkutan dalam menyerap dan memahami asas-asas dan ketentuan-ketentuan, lembaga serta sistem hukum romawi yang dengan latar belakang budaya masing-masing yang tidak dapat ditinggalkan oleh yuris yang bersangkutan, yaitu nilai-nilai dan pandangan-pandangan yang hidup dan dihayatinya dari kebudayaannya sendiri.  Dengan begitu resepsi Hukum Romawi oleh yuris daratan Eropa Barat dilakukan secara aktif.  Tahap resepsi ini adalah suatu tahap yang disebut sebagai tahap resepsi praktis Hukum Romawi oleh masing-masing negeri di daratan Eropa Barat.�

	Tahap berikutnya sebagai tahap ketiga dari resepsi Hukum Romawi terjadi setelah adanya tahap resepsi praktis tersebut.  Di dalam tahap ketiga ini segala hasil praktek para yuris di daratan Eropa Barat tentang hukum Romawi dipelajari secara ilmiah.  Hasilnya adalah suatu penemuan bahwa Hukum Romawi di dalam praktek di daratan Eropa Barat menunjukkan hal-hal yang tidak sepenuhnya sama dengan aslinya Hukum Romawi yang dipraktekkan oleh para yuris  Romawi sendiri.  Hasil mempelajari Hukum Romawi dalam praktek tersebut merupakan suatu bahan yang sangat berguna untuk dapat menentukan Hukum Romawi yang bagaimana yang diperlakukan di negeri-negeri masing-masing yang ada di daratan Eropa Barat.  Hasil-hasil mempelajari hukum Romawi dalam praktek di daratan Eropa Barat tersebut adalah suatu hasil studi yang ilmiah yang dilakukan dengan kritis.  Dari itu akhirnya diperoleh suatu kesimpulan bahwa hukum Romawi bahwa hukum Romawi yang diperlakukan di negeri-negeri yang bersangkutan tidaklah sepenuhnya sesuai dengan apa yang diperlakukan di Romawi.  Dalam mempraktekkan hukum Romawi di negeri masing-masing di daratan Eropa Barat ternyata nilai-nilai dan perasaan-perasaan hukum dan keadilan masyarakat yang bersangkutan ikut menentukan.

	Tahap resepsi hukum Romawi ini adalah suatu tahap yang disebut sebagai tahap resepsi ilmiah hukum Romawi.�

	Hasil-hasil ilmiah dari mempelajari resepsi hukum Romawi oleh masing-masing negeri di daratan Eropa Barat tersebut kemudian menimbulkan sautu tahap resepsi hukum Romawi berikutnya sebagai tahap keempat dari resepsi.  Di dalam tahap keempat ini terlihat bahwa masyarakat di daratan Eropa Barat berusaha menuangkan hasil-hasil studi ilmiah resepsi hukum Romawi ke dalam bentuk hukum positip masyarakatnya.  Yang dimaksud dengan hukum Romawi yang diresepsi tersebut bukan hukum Romawi kuno yang benar-benar khas Romawi, akan tetapi hukum Romawi sebagaimana telah disesuaikan dengan pikiran dan perasaan hukum masing-masing budaya masyarakat daratan Eropa Barat sebagai ditunjukkan oleh studi ilmiah diatas.  Tahap resepsi ini adalah tahap resepsi yang keempat yang disebut sebagai resepsi hukum positip hukum Romawi.�

	Tahap-tahap resepsi di atas secara ringkas dan urut adalah sebagai berikut:

	Tahap pertama adalah tahap resepsi teoritis

	Tahap kedua ialah tahap resepsi praktis

	Tahap ketiga ialah tahap resepsi ilmiah hukum

	Tahap keempat ialah tahap resepsi hukum positip

	Suatu catatan terhadap resepsi hukum Romawi oleh negeri-negeri yang ada di daratan Eropa Barat tersebut pada satu pihak menimbulkan suatu pikiran bahwa hukum Romawi adalah hukum yang dapat diperlakukan di mana-mana di luar Romawi.  Hal itu dapat terjadi karena dianggap kalangan ini bahwa hukum Romawi adalah hukum yang mempunyai sifat universal.  Mengapa demikian, menurut kalangan pemikir ini hukum Romawi bukan sembarang hukum.  Hukum Romawi adalah ratio manusia yang ditulis,� adalah ratio scripta.  Sebagai ratio scripta karenanya universal dan ada pada setiap manusia dimana-mana dan kapan saja di dunia ini.

	Pandangan yang berpendapat demikian terhadap Hukum Romawi, menimbulkan pandangan bahwa dengan Hukum Romawi tersebut, hukum sebagai ratio manusia tentang tata masyarakatnya dapat ditemukan dan ditulis secara jelas dan pasti dalam suatu undang-undang yang lengkap.  Pandangan semacam ini akhirnya membawa paham kodifikasi yaitu menulis secara lengkap dan tuntas dan bersifat sistimatis sesuatu bidang hukum tertentu dalam bentuk rumusan pasal demi pasal ke dalam satu Kitab Undang-Undang.  Sebagai contoh tentang ini ialah hukum Romawi Kuno yang tertulis,

	Resepsi Hukum Romawi yang membawa timbulnya pikiran kodifikasi pada akhirnya menimbulkan pandangan yang diikuti oleh kalangan penguasa Perancis pada waktu diperintah oleh Napoleon.  Pada waktu itu Napoleon memerintahkan menyusun kodifikasi Hukum Perancis dengan contoh dan model hukum Romawi dengan memperhatikan hasil-hasil resepsi ilmiah hukum Romawi.  Di dalam masa itu terbentuk kodifikasi dalam bidang hukum pidana dalam satu Kitab Undang-Undang tersendiri, kodifikasi hukum sipil beserta kodifikasi hukum dagang masing-masing dalam kitab-kitab Undang-Undang yang tersendiri.  Kodifikasi kedua bidang hukum tersebut didaratan Eropa Barat terkenal sebagai kode Napoleon.

	Pada waktu pemerintahan Perancis dibawah Kaisar Napoleon, negeri Belanda berada dalam pendudukan tentara Perancis.  Selama pendudukan tersebut diperlakukan di Negeri Belanda kode Napoleon tersebut.  Setelah negeri Belanda terlepas dari pendudukan tentara Perancis, Kode Napoleon ternyata sangat mempengaruhi kehidupan hukum positif di negeri Belanda.  Kode Napoleon dalam garis besarnya tetap dipertahankan oleh Pemerintah negeri Belanda sekalipun diadakan perubahan dan penyesuaian di sana-sini atas dasar perasaan dan pikiran hukum yang bersumber kepada apa yang di negeri Belanda disebut "Oud vaderlandch recht".

	Kodifikasi negeri Beland ini kemudian, atas dasar azas konkordansi, oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia diperlakukan pula di Indonesia sebagai jajahannya.�  Sebagaimana kita sebutkan di atas selain cara memberlakukannya melalui tahap-tahap, yang menjadi petugas mempraktekkannya juga ditentukan secara bertahap yang terus berkembang.

	Catatan lain dalam hubungannya dengan resepsi hukum Romawi oleh masyarakat di daratan Eropa Barat ialah bahwa tidak semua pemikir hukum di sana dari abad ke XIX menyetujui aliran pemikiran tentang hukum Romawi bahwa itu bersifat demikian.  Aliran lain ini ialah aliran yang disebut sebagai mazhab historis di dalam hukum.  Diantara tokohnya yang sangat terkenal ialah bernama von Savigny.�  Aliran ini menentang pikirang yang melihat Hukum Romawi sebagai ratio scripta yang berlaku universal.  Aliran ini berpendirian bahwa Hukum tidak dibuat.  Hukum ada dan berkembang sesuai dengan irama kehidupan rakyat dari masyarakat yang bersangkutan.�  Aliran ini sebenarnya tidak menentang kodifikasi akan tetapi yang ditentang ialah soal memperlakukan hukum yang asing bagi masyarakat yang tidak menganut dan menghayati hukum yang bukan cita-rasa hukumnya sendiri.  Untuk kodifikasi dikemukakan oleh aliran ini bahwa pertama-tama ilmu pengetahuan hukum dari masyarakat yang bersangkutan harus dikembangkan dan ditingkatkan terlebih dahulu.�

	Hukum Barat yang dengan lahap kita resepsi pada waktu ini ternyata Hukum Romawi yang diresepsi oleh negeri Belanda dalam abad XIX melalui penyaringan, rekayasa secara kritis dan terus menerus.

	Hukum Belanda yang kini kita terima dan geluti begitu mesra, di negeri Belanda sendiri dewasa ini sudah banyak dirubah sesuai dengan panggilan jiwa dan kebutuhan hukum dari rakyat negeri tersebut.  Dengan lain perkataan resepsi Hukum Romawi sebagaimana direkayasa pada abad yang lalu, oleh masyarakat Belanda sendiri dewasa ini telah ditinggalkan.  Yang tersisa hanyalah sekelumit dari ilmu maupun sistemnya, sedangkan ketentuan-ketentuan substansinya telah banyak dirubah.



Resepsi ktia terhadap Hukum Barat

	Hukum Barat yagn dimaksud di sini kita batasi dalam arti hukum Barat yang dikodifikasi di dalam ketiga Wetboek di atas.

	Hukum Barat tersebut dikenal di Indonesia mulanya karena pemerintah kolonial memperlakukannya untuk orang-orang Eropa yang menjadi penduduk Indonesia.  Kemudian ada kebijaksanaan yang isinya mempersilahkan orang-orang Indonesia dari golongan Bumiputera menikmatinya juga secara sukarela sebagaimana telah diutarakan.

	Dalam rangka resepsi Hukum Barat oleh masyarakat Indonesia golongan Bumiputera.  Orang Indonesia dari golongan Bumiputera sebagai petugas Hukum Barat adalah sangat besar perannya.

	Di dalam tahap pertama pelaksanaan Undang-undang tersebut, para pelaksana yang ditugaskan ialah orang-orang yang menguasai bahasa dan pengetahuan hukum tersebut dengan baik, yaitu bahasa Belanda.  Juga bidang Hukum yang dipercayakan kepada orang-orang Indonesia ini terbagats pada bidang Hukum Pidana saja.

	Perkembangan selanjutnya mengenai soal tenaga petugas untuk hukum Barat tersebut, secara bertahap diupayakan diambil dari kalangan putera Indonesia yang termasuk golongan Bumiputera.  Untuk dapat melaksanakan tugasnya, golongan ini mula-mula diberikan latihan teoritis tentang bagaimana pengetrapan Hukum Barat tersebut terutama Hukum Pidana Barat.  Latihan ini diberikan di dalam suatu lembaga pendidikan hukum yang khusus diadakan untuk orang-orang Bumiputera dengan instrukturnya yuris-yuris Belanda.  Lembaga itu adalah sekolah yang dinamakan "Rechtsschool" (Sekolah Umum).  Sekolah ini bertujuan membentuk tenaga trampil di dalam mengetrapkan Hukum Barat secara praktis, terutama dalam bidang Hukum Pidana Barat.  Pendidikan ini melahirkan tenaga-tenaga "Pengetrap Undang-Undang" yang di dalam bahasa Belanda disebut "Westsoepasser".  Ini adalah tahap pertama resepsi Hukum Barat oleh masyarakat kita sebagai "Resepsi Teoritis dari babak permulaan."

	Dengan adanya tenaga Pengetrap Undang-Undang yang terdiri dari orang-orang dari golongan Bumiputera tersebut, terbentuklah sejumlah kelompok ahli pengetrap undang-undang sebagai Hukum Barat dari kalangan putera-putera indonesia golongan Bumiputera.

	Dengan ini masyarakat kita mulai memasuki suatu Tahap Resepsi Praktis terhadap Hukum Barat yang tertuang di dalam Kitab Undang-Undang.

	Didalam tahap kedua resepsi ini, baik teoritis maupun praktisnya penguasaan pengetahuan tentang Hukum Barat oleh yuris Indonesia golongan bumiputera itu selain mengenai lingkup bidangnya sangat terbatas, yaitu hanya bidang hukum Pidana Barat.  Di dalam bidang Hukum Perdata belumlah dapat dilihat adanya kelompok yuris Indonesia golongan Bumiputera dipercaya untuk menangani itu.  Dengan desakan perkembangan akan kebutuhan tenaga yang lebih banyak dan lebih murah untuk dapat memimpin bidang-bidang kegiatan pemerintah kolonial yang berhubungan atau yang ada hubungan dengan hukum, dirasakan oleh pemerintah kolonial adanya kebutuhan mendidik tenaga-tenaga yuris Indonesia dari kalangan Bumiputera yang dapat menguasai lebih dalam dan lebih luas pengetahuan teoritis yang bertarap akademis mengenai Hukum Barat.  Dengan kebutuhan ini di dalam tahun 1924 dibentuklah Sekolah Tinggi Hukum atau Rechtsgeschool di Batavia yang kini bernama Jakarta.  Dari lembaga pendidikan Hukum ini kemudian lahirlah yuris-yuris putera Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan tentang Hukum Barat secara lebih dalam dan lebih luas.  Pengetahuan mereka itu tidak saja Hukum Pidana Barat akan tetapi juga meliputi bidang Hukum Perdata dan bidang hukum Tata Negera.  Dengan demikian kualitas para yuris putera Indonesia itu lebih jauh dalam resepsi teoritisnya terhadap hukum Barat.  Ini adalah resepsi teoritis tahap lanjut.

	Sebagai yuris Indonesia yang demikian mereka menguasai dengan baik bahasa undang-undang Barat beserta jiwa yang melatarbelakangi undang-undang tersebut yaitu jiwa Hukum Barat.  Pemahaman mereka terhadap ketentuan-ketentuan undang-undang sebagai hukum Barat lebih dapat diandalkan.  Mereka mengerti secara lebih dari pada hasil pendidikan Rechtsschool.  Kemampuan memahami hukum Barat mereka adalah mendekati pemahaman hukum Barat oleh para yuris Barat.  Dengan begitu konkordansi Hukum tersebut menjadi tidak hanya meliputi berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Belanda di Indonesia, akan tetapi juga meliputi cara pemahamannya terhadap undang-undang Hukum Barat.  Mereka mampu untuk itu karena para yuris putera Indonesia itu berpendidikan secara Barat dan berilmu hukum Barat dengan baik.  Para yuris putera Indonesia tersebut untuk dapat begitu umumnya di dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai petugas hukum Barat, mengupayakan diri untuk hidup mengikuti, menghayati dan menjalani semangat dan budaya Barat.  Dan kalangan ini karenanya ada yang benar-benar menjadi sekelompok putera Indonesia yang masing-masing dari cita-cita dan penghayatan Adatnya, terutama di dalam perasaan dan pikiran hukum dari golongan Bumiputera.

	Dalam keadaan dimana masyarakat golongan Bumiputera mempunyai yuris-yuris Hukum Barat itu, pada waktu itu mulai diperluas pula bidang-bidang berlakunya Hukum Barat yang tertuang di dalam kitab kodifikasi tersebut.  Didalam keadaan yang demikian terlihat bahwa golongan Bumiputera diantaranya sedikit demi sedikit ada yang menikmati hukum Barat baik secara penuh maupun secara sepotong-sepotong dengan secara sukarela.  Keadaan yang demikian berlangsung terus sampai pecahnya perang dunia ke II yaitu di dalam tahun 1942 - 1945.  Bagaimana keadaan resepsi Hukum Barat selama tahun-tahun tersebut belumlah begitu jelas bagi kami.�

	Didalam tahun 1945, tepatnya sejak 17 Agustus 1945, Indonesia secara politik mempunyai kedudukan yang lain dari pada sebelumnya.  Sebagai negara muda jelas belum mungkin untuk menyusun detail hukum nasionalnya sedikit sesuai dengan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasarnya dari tahun 1945.  Dari itu pasal peralihan Undang-Undang Dasar itu menetapkan bahwa hukum dan perundang-undangan yang lama tetap masih berlaku.  Dengan sendirinya dengan catatan bagi yang nyata-nyata tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut.  Di dalam negara baru yang masih muda ini praktis ketentuan-ketentuan hukum dan undang-undangn dari masa kolonial tetap diberlakukan.  Di dalam perkembangannya, Negara muda ini ternyata mengalami perkembangan yang tidak mulus.  Sebagai Negara Indonesia yang dalam tulisan, wilayahnya meliputi kepulauan seluruh Indonesia, antara tahun 1945 sampai tahun 1949 tidak sepenuhnya dapat terlaksana.  Sebagian besar dari daerah kepulauan Indonesia bahkan bagian dari pulau Jawa dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda pasca perang dunia ke II yang disebut pemerintahan NICA.�  Daerah Indonesia yang dikuasai NICA tata hukum yang diberlakukan adalah lain dari tata hukum yang ditetapkan di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.  Tetapi satu hal yang sama yaitu tentang Hukum Pidana, Hukum Perdata, dan Hukum Dagangnya.  Di daerah-daerah pendudukan NICA, ketiga Kitab Undang-Undang tersebut tetap dipertahankan oleh pemerintah pendudukan NICA dengan sedikit banyak setepatnya mengikuti ketentuan-ketentuan undang-undang yang berlaku pada masa pemerintahan kolonial sebelum perang dunia ke II.

	Dalam hubungan ini sekedar yang mengenai berlakunya ketiga kitab undang-undang di atas sebagai hukum Barat, Indonesia antara tahun 1945 sampai tahun 1949 dapat dibedakan menjadi dua macam wilayah dimana sifat berlakunya Hukum Barat berbeda.  Yang pertama ialah di daerah yang dikuasai Republik Indonesia.  Yang kedua ialah daerah yang dikuasai oleh pemerintah NICA.

	Didaerah yang dikuasai Republik Indonesia berlakunya ketiga kitab undang-undang sebagai hukum Barat adalah bersifat sementara.  Selain itu memperlakukannya ialah dalam bahasa Indonesia dan juga harus disesuaikan dengan jiwa hukum yang baru, yaitu disesuaikan dengan semangat dan prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar 1945.

	Di daerah pendudukan NICA berlakunya ketiga kitab undang-undang tersebut sebagai hukum Barat tetap sebagai yang sudah-sudah.  Berlakunya adalah penuh dan tidak sementara.

	Keadaan yang demikian membawa pengaruh kepada teori dan praktek tentang ketiga kitab undang-undang tersebut di Indonesia.  Didaerah yang dikuasai Republik Indonesia, teori dan praktek ketiga kitab undang-undang tersebut dilakukan dalam bahasa Indonesia.  Di daerah pendudukan NICA hal itu dilakukan dalam bahasa resmi dari pemerintah NICA yaitu bahasa Belanda yang sesuai dengan bahasa ketiga kitab undang-undang itu.

	Pada mulanya perbedaan itu tidak terlalu dirasakan dalam arti dan konsekuensinya yang jauh.  Hal itu adalah dikarenakan para petugas hukum di dalam kedua bagian daerah Indonesia tersebut umumnya mempunyai kualitas yang sama dalam penguasaan bahasa dari ketiga kitab undang-undang itu.  Selain itu para teoritis dan para petugas hukum yang mengetrapkan ketiga kitab undang-undang tersebut kualitas dalam kemampuan memahami dan menyerap nilai budaya Barat satu sama lain tidak jauh berbeda.  Hal itu karena pendidikan yang mereka peroleh tentang budaya Barat dan ilmu hukumnya pada dasarnya adalah sama.

	Perbedaan sikap yang demikian terhadap ketiga kitab undang-undang sebagai hukum Barat di Indonesia, baru mulai dirasakan arti dan konsekuensinya secara perlahan-lahan tetapi terus berkembang semakin hebat, baru sejak tahun 1950.  Pada waktu itu Indonesia yang dikuasai oleh dua kekuasaan sabagimana tersebut diatas, yang membawa terbaginya daerah Indonesia ke dalam dua daerah yang berbeda dalam menghadapi hukum Barat, menjadi berubah.  Indonesia pada waktu itu menjadi di bawah satu kekuasaan yaitu kekuasaan dari Republik Indoneisa Serikat dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat dari tahun 1950.  Tidak lama kemudian, di dalam tahun ini juga, berubah lagi yaitu di bawah kekuasaan Republik Indonesia Kesatuan dengan Undang-Undang Dasar Sementara dari tahun 1950.  Didalam tahun 1959 kemudian berubah lagi di bawah kekuasaan pemerintah Republik Indonesia berdasar Undang-Undang Dasar 1945.

	Selama kurang lebih sembilan tahun Indonesia secara siih berganti mengalami perubahan bentuk negara dan Undang-Undang Dasarnya.  Hal itu ternyata sangat berpengaruh kepada arti ketiga kitab undang-undang sebagai hukum Barat yang masih ditolerir untuk diperlakukan.

	Selama Indonesia berada di bawah pemerintahan Republik Indonesia Serikat 1950 dan kemudian di bawah pemerintah Republik Indonesia kesatuan di bawah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Sementara dari tahun 1950, sikap terhadap kitab undang-undang dari masa kolonial tersebut masih kuat dalam mengikuti, dalam pola mempelajari dan dalam mempraktekannya seperti pada masa kolonial.  Pada waktu itu ketiga kitab undang-undang tersebut masih tetap berada di dalam keadaanya yang asli, yaitu sebagai Wet, dengan bahasa Belanda.  Pemahamannya masih banyak tergantung dan memakai sumber-sumber bahan pengetahuan tentang itu dari Belanda.  Keputusan-keputusan dari Hogeraad Negeri Belanda dan sumber-sumber ilmu pengetahuan hukum positip tulisan para pakar hukum di negeri Belanda masih sangat berpengaruh.  Sehubungan dengan itu bagi seorang sarjana hukum yang ingin melakukan praktek dalam bidang hukum Barat tersebyt karenanya dituntut harus dengan baik menguasai bahasa dan budaya Belanda.  Dari itu pada waktu itu tentang resepsi hukum Barat, berlangsung sebagaimana masa kolonial.  Satu catatan dalam hal ini yaitu bahwa hasil pemahamannya baik teoritis maupun praktis dituangkan ke dalam bahasa Indonesia dan bukan dalam bahasa undang-undang itu.  Dengan begitu sekalipun upaya memperlakukan hukum Barat tersebut pada masa itu berlangsung sedikit banyak serupa denga pada masa kolonial, tetapi dalam jiwanya adalah hal-hal yang tidak sama.  Perbedaan itu ialah kalau dahulu resepsi hukum Barat berlangsung dalam bahasa dan dengan memperhatikan nilai-nilai budaya Belanda serta kemudian dinyatakan ke dalam bahasa Belanda, pada waktu itu menuangkannya kembali hasilnya ialah ke dalam bahasa Indonesia.

	Hal semacam itu terjadi tidak hanya di dalam kalangan praktek akan tetapi juga di dalam kalangan teori dan pendidikan hukum.  Sehubungan dengan itu pula maka bagi orang-orang yang telah menyelesaikan pendidikan hukumnya di Jakarta maupun di Yogyakarta sampai tahun 1959, mereka masih tetap diberikan gelar "Meester in de Rechten".  Dalam hal ini "Rechten" yang dimaksud adalah Hukum Barat i.c. hukum Belanda.

	Didalam tahun 1959, Indonesia berada di bawah pemerintah Republik Indonesia yang melepaskan diri dari Undang-Undang Dasar Sementara, tahun 1950 dan menyatakan diri kembali tunduk kepada Undang-Undang Dasar 1945.  Jiwa dari Undang-Undang Dasar sebelumnya yang dibentuk di dalam tahun 1950.  Undang-Undang Dasar Sementara 1950 jiwanya adalah liberal demokratis.  Undang-Undang Dasar 1945 jiwanya adalah kebersamaan dan bersumber kepada semangat budaya Indonesia sendiri yang disebut Pancasila.

	Hal yang demikian mempengaruhi penerimaan ketiga kitab undang-undang diatas, baik di dalam praktek, teori maupun di dalam bidang pendidikan hukum.  Pengaruh tersebut ialah diutamakannya dalam pemahaman beserta memperlakukannya ketiga kitab undang-undang tersebut diatas sesuai dengan jiwa dasar Undang-Undang Dasar 1945.  Dengan lain perkataan, praktek, teori maupun pendidikan hukum yang menyangkut ketiga kitab undang-undang di atas adalah benar-benar sementara, dan harus disesuaikan dan didasarkan pemahamannya pada semangat dan filsafat bangsa kita sendiri seperti yagn tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945.�  Dalam tahap permulaan, hal tersebut memang dilakukan dengan masih sedikit banyak meneruskan tradisi dari waktu sebelumnya.  Pemahaman atas ketiga undang-undang tersebut sedapt mungkin dilakukan menurut paham Barat tetapi penyampaian hasilnya dilakukan dalam bahasa Indonesia.  Lambat laun keadaan ini menjadi berubah.  Semakin lama tampak perubahan itu semakin mendasar karena kurang atau tidak dikuasainya lagi bahasa dan budaya Belanda oleh kalangan yuris generasi baru kita.  Dengan itu semakin kurang ketergantungan kalangan hukum kita kepada sumber-sumber pengetahuan dari Belanda.  Selanjutnya ketiga kitab undang-undang tersebut akhirnya sebagai "Wet" semakin menjadi benar-benar asing dan pendekatannya dilakukan menurut kemampuan yang ada pada kalangan generasi yuris tersebut.  Dalam tahap itu ketiga kitab undang-undang tersebut akhirnya oleh generasi yuris itu tidak lagi dapat dibaca dengan sepertinya.  Pengetahuannya tentang ketiga kitab undang-undang tersebut kebanyakan didasarkan kepada terjemahan-terjemahan perorangan yang dilakukan oleh penulis-penuhlis Indonesia.  Hal itu berarti bahwa dalam soal mengetahui dan memahami isi ketiga kitab undang-undang tersebut, oleh generasi yuris tersebut dilakukan dengan perantaraan karya pribadi orang yang menterjemahkannya.  Dari hasil pemahaman secara demikian penyajian keluar dilakukan ke dalam bahasa Indonesia.  Dengan begitu tahap resepsi hukum Barat mengalami titik peralihan yang prinsipiil.  Pada dasarnya ketiga Kitab Undang-Undang dari Barat tersebut sebagai "Wet" secara praktis tidak banyak lagi artinya.  Dalam keadaan ini apa yang dilakukan tentang resepsi hukum Barat ialah menginterpretasikan lebih lanjut interpretasi pribadi pendapat penulis Indonesia tentang hukum Barat.  Dengan lain perkataan pemahaman hukum Barat yang kini telah dikenal umum dan diresapi kalangan hukum kita pada dasarnya bukan lagi hukum Barat, akan tetapi merupakan pemahaman dan pengetrapan pikiran pribadi penterjemah perorangan tentang apa yang disebut hukum Barat oleh kita.

	Di dalam tahun 1960 hal semacam ini dirasakan oleh kalangan pemerintah kita sebagai tidak tepat lagi kalau para lulusan fakultas Hukum diberi gelar "Meester in de Rechten" sebagaimana dahulu.  Pendidikan hukum Indonesia pada waktu itu dianggap tidak lagi menghasilkan "Meester in the Rechten" dalam arti "Nederlands Recht" atau hukum Belanda".  Ynag dihasilkan waktu itu adalah sarjana tentang hukum Inodnesia.  Dari itu pemerintah menghimbau pada waktu itu agar lulusan fakultas hukum Indonesia tidak lagi memakai gelar "Meester in the Rechten" atau Mr. tetapi gelar Sarjana Hukum, disingkat S.H.  Bagi lulusan sebelum perang dan dekat setelah itu diserahkan kepada pribadi masing-masing bila ingin memanfaatkan gelar baru tersebut.

	Bilamana diikuti tahap-tahap yang kita lampaui di dalam resepsi hukum Barat di dalam masyarakat kita, resepsi tersebut berlangsung sebagai berikut:

1.	Pengenalan hukum Barat yang dipaksakan di dalam masyarakat Indonesia oleh pemerintah Kolonial.

2.	Hukum Barat bidang Perdata boleh dinikmati oleh rakyat kita dengan secara murni atas dasar sukarela.

3.	Hukum Barat dinikmati secara sukarela dan murni yang meliputi:

	a.	Keseluruhan, atau

	b.	Sebagian, atau

	c.	Sesuatu pasal atau lembaga.

4.	Hukum Barat dinikmati secara sukarela dan tidak begitu murni meliputi:

	a.	Sebagian, atau

	b.	Sesuatu pasal atau lembaga saja.

5.	Hukum Barat dinikmati secara sukarela dan tidak murni meliputI:

	a.	Sebagian, atau

	b.	Sesuatu pasal atau lembaga saja.

6.	Hukum Barat yang semu dinikmati secara sukarela menurut selera kita sendiri.



Suatu Catatan

	Bilamana langkah-langkah resepsi Hukum Barat oleh masyarakat kita sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan tahap-tahap resepsi hukum Romawi di Eropa dengan mengikuti pandangan Prof. Djokosoetono, maka dapat kita saksikan hal-hal sebagai berikut:

	Tahap pertama dari resepsi kita berlangsung dengan secara teoritis terbatas, dalam hal ini bidang hukum pidana Barat.  Tahap pertama pendidikan ini sifatnya praktis sebagai pendidikan menguasai pertukangan hukum secara terampil.

	Kemudian babak pendidikan berikutnya dari resepsi teoritis itu, diperluas dann diperdalam materinya.  Dalam tahap ini pendidikan tersebut segi-segi teoritisnya menjadi titik berat.  Lulusan dari pendidikan ini karenanya bukan merupakan lagi hanya tukang yang terampil di dalam mengetrapkan hukum Barat, akan tetapi merupakan ahli yang tangguh di dalam hukum Barat.  Dari itu pendidikan ini melahirkan "Meester in de Rechten".

	Tahap berikutnya dari resepsi hukum Barat ialah tahap dimana para kaum pelajar golongan Bumiputera yang terdidik di dalam hukum Barat tersebut melakukan praktek berdasar pendidikannya tersebut.  Mulanya hanya sebagai tukan pengetrap hukum Barat (Wetstoepasser) ke dalam masyarakat orang-orang Adat.  Kemudian sebagai "ahli hukum" Barat.  Tahap ini adalah tahap yang dapat disebut sebagai tahap resepsi praktis.

	Kedua tahap ini berlangsung terus sampai tahun 1959.  Catatan terhadap tahap ini ialah bahwa pada mulanya tahap ini berlangsung dengan benar-benar mulus menuruti pemahaman Barat.  Tetapi selanjutnya lambat laun langkahnya menuju kepada perubahan-perubahan pemahaman yang semakin tidak murni.

	Setelah kedua tahap resepsi itu dilakukan secara tidak murni, resepsi hukum Barat tersebut menjadi kabur.  Praktis resepsi dalam tahap ini adalah resepsi pura-pura, karena antara maksud dan apa yang dikerjakan berbeda.  Maksudnya ialah resepsi hukum Barat, tetapi yang dilakukan adalah bukan itu.  Tahap ini sebagai sub tahap dari kedua macam resepsi itu berlangsung dengan semu.  Hukum Barat yang dimaksud telah mengalami perubahan konsep dan diberi bentuk lain dari aslinya.  Apa yang dimaksud dengan Hukum Barat (BW dan WvK), adalah hanya semu seolah-olah itu Hukum Barat.

	Dikatakan di sini seolah-olah karena yang dijadikan sasaran itu adalah hukum Barat (BW dan WvK) menurut pikiran pribadi penterjemah tentang itu.  Juga sumber-sumber pengetahuan tentang itu menjadi semu.  Pada satu pihak masih memakai bahan pengetahuan dari Belanda, tetapi itu disajikan dalam suatu kesimpulan pribadi yang digunakan kalangan praktek dan teori seolah-olah itu bahan aslinya dari hukum Barat.

	Kedua tahap ini yang telah menjadi resepsi semu terhadap Hukum Barat yagn semu, sampai pada waktu ini terus berkelanjutan secara lebih tidak menentu.  Perkembangan itu tidak terencana dan tidak ada pengamatan dan studi yang kritis.  Dengan begitu Hukum Barat tersebut mengalami suatu perkembangan yang tidak jelas, suatu perkembangan liar, suatu "Wilde groei".

	Dalam keadaan yang demikian pada dasarnya sudah tidak jelas lagi apakah yang dihadapi itu Hukum Barat, ataukah itu rekayasa kita seolah-olah itu Hukum Barat.  Para pengarangnya sendiri tampaknya juga sudah tidak dapat menjawab hal ini.  Hal semacam iu masih dibuat lebih rumit lagi dengan masuknya pengaruh hukum yang berasal dari negara-negara yang sudah maju seperti Inggris, Amerika.  Sebagai hasilnya ialah lahirnya berlakunya hukum hibrida, Adat bukan, Barat bukan.�

	Dengan begitu resepsi Hukum Barat tersebut di dalam lingkungan masyarakat orang-orang Adat kita sebenarnya telah berhenti.

	Resepsi teoritis maupun praktis yang semu diikuti langsung dengan praktek dari Hukum Hibrida ini, dimana ajaran dan pandangan dasar budaya para pelakunya menjadi sangat dominan tanpa diketahui.  Keadaan ini membuat baik kalangan ilmu, pendidikan maupun praktek menjadi berada di dalam keadaan yang tidak menentu.  Peristiwa Pengadilan Tinggi Singapura tahun 1991-1992 yang menangani harta warisan haji Tahir dimana Kartika dan Pertamina menjadi pihak-pihak yang harus berhadapan, memberi gambaran yang jelas tentang sulitnya menjawab tentang hukum Barat yang berkeadaan Hukum Hibrida didalam masyarakat kita ini.�

	Konsekuensinya bagi kalangan teori dan pendidikan hukum menderita keraguan dari keadaan tersebut.  Ilmu pengetahuan tentang hukum Barat dengan begitu menjadi ilmu yang mengandung sifat Semu Ilmiah, karena hukum Barat yang dipelajari tidak lagi hukum Barat yang sungguh.  Itu adalah hukum Barat yang telah direkayasa menjad seolah-olah hukum Barat tanpa diketahui dasar dan cara rekayasa tersebut.  Bahwa itu antara lain tercampur Adat secara dominan tidak lagi teridentifikasi.  Yang ditonjolkan ialah pendirian dan pandangan atas dasar keyakinan saja, bahwa apa yang dipelajari dan dikembangkan adalah hukum Barat yaitu "Burgerlijk Wetboek" yang lebih dikenal dengan nama "Hukum Perdata" dan "Wetboek van Koophandel" yang lebih dikenal dengan nama "Hukum Dagang".  Kegiatan berilmu yang demikian itu berlangsung tanpa catatan bahwa objek studi tersebut tidak lain adalah komentar perorangan tentang apa yang tercantum di dalam kitab undang-undang hukum yang berasal dari Belanda tersebut.  Dari itu ilmu pengetahuan Hukum Positip Barat yang dipelihara itu menjadi ilmu Hukum Positip Barat yang diragukan, karena yang digarap adalah hukum seolah-olah Barat.   Dengan begitu ilmunya adalah ilmu semu tentang hukum yang semu Barat.

	Perkembangan hukum Barat di dalam masyarakat kita dewasa ini baik di dalam bidang ilmu maupun praktek berlangsung secara tidak diketahui lagi tentang bagaimana akhirnya.  Perkembangan liar semacam itu akibatnya ialah kebingunan tentang apa dan bagaimananya hukum tersebut.�  Campuran-campuran dari bahan-bahan yang berasal dari Tata Hukum asing lainnya yang kini ikut memasukinya menjadikan persoalan itu semakin kompleks dalam hal sifat ke "Hibrida"-annya.  Hal ini lebih sulit karena derasnya arus hubungan dengan dunia luar disatu pihak, dan dilain pihak adalah keinginan kita untuk menyusun Hukum Nasional yang modern atas dasar filsafat hidup bangsa kita yaitu Pancasila yang dalam konsep hukumnya dirumuskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pembukaan dan Penjelasannya yang sampai kini belum ada penggarapannya secara filsafat Ilmu Hukum yang tangguh.



Penutup

	Untuk menjawab dengan terang dan pasti tentang persoalan Hukum Positip dalam bidang Hukum diatas yang serba semu tersebut, yang perlu dikerjakan menurut hemat saya, ialah di dalam mempelajari secara ilmiah Hukum Hibrida yang berlaku di dalam masyarakat kita dewasa ini, studi tersebut harus memusatkan diri kepada keputusan-keputusan yang telah positip.  Selain itu diberlakukan pula studi yang bersifat meta positip.  Ini berarti studi itu meliputi azas-azas, konsep, sistem beserta filsafat hukumnya yang melatarbelakangi penjelmaan secara positip hukum itu dan yang menjadikannya benar-benar dianut oleh masyarakat kita, termasuk "wilde-groei"-nya.  Dalam hal studi yang demikian telah dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka barulah dapat terterawang (transparan) tentang Hukum Hibrida yang bagaimana yang akan ada dan tumbuh di dalam masyarakat kita yang sesuai dan berakar pada pandangan hidup, perasaan serta cita-cita hukum kita sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.



	Sekian dan terima kasih.







Surabaya, 1 Juli 1993





Catatan:  Diucapkan sebagai Pidato Dies Natalis ke XI Universitas BHAYANGKARA tanggal 1 Juli 1993.
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�	Karangan ini ditulis oleh H. Wiriadinata, dari Del Juzar & Wiriadinatam, Jakarta dalam Asia Law & Practice, The Journal for Asia regional counsel, 25 Pebruari 1993, No. 1.



�	Putusan ini dipublikasikan dalam Prof. Mr. dr. S. Gautama, Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional, Alumni, Bandung, 1985, halaman 126, dst.



�	Lihat Fred B.G. Tumbuan, The Law and Licensing and Franchising in Indonesia, Workshop papers, Asean Law Association, 1989, General Assembly, Denpasar, Desember 1989.



�	Casper J. Werkman, Trademarks, Their Creation, Psychology and Perception, Amsterdam, 1974, halaman 4, menyebutkan 8 (delapan) fungsi merek: (I) enhance or create distinctiveness, (ii) name the product, (iii) enable recognition of the product, (iv) facilitate remembrance of the product, (v) indicate the origin of the product, (vi) convey product information, (vii) stimulate the desire to buy, (viii) symbolize guarantee.  



�	"One reason given for this was that, as the mark of name indicated a particular business, the public could well be deceived if it were simply applied to the goods or business of another."  (W.R. Cornish, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trademarks and Allied Rights, London, 1981, halaman 553).



�	W.R. Cornish, ibidem.



�	Putusan M.A.R.I. tanggal 11 Pebruari 1982 No. 100 K/Sip/1976; dipublikasikan dalam Prof. Mr. Dr. S. Gautama cs.  Himpunan Keputusan Merek, Alumni, Bandung, 1987, halaman 328 dst).  Dalam putusan itu Mahkamah Agung menyatakan bahwa pada masa sekarang sudah lazim suatu merek beralih tanpa perusahaan.  Putusan itu merupakan penerobosan terhadap ketentuan Undang-Undang Merek 1961.



�	Lihat Mr. B.A. Meulenborke, Het Collective Merk Onder De Benelux-merkenwet, 1974, halaman 4.



�	"In brief, the function of a certification trade mark is to serve as an indiciation that the marked goods attain standard, or possess some characteristic, defined by the proprietor". (WIPO, Manual of Trade Mark Law & Practice in Malaysia, 1989, Chapter 26).



�	Where it is proposed that a person should be registered as a registered user of a trade mark, the proprietor shall apply in writing to the Registrar in the prescribed manner and shall furnis hthe following particulars: (a) the identity of the trade mark, (b) the name and address of the user, (c) the goods or services to which the user agreement applies, (d) the particulars showing the degree of control by the proprietor over the permitted use, (e) any restrictions on the use of the trade mark by the user, and (f) the length of permitted use, if for a period, the duration and the date of terminationof the user agreement thereof.  (Trade Marks Act, updated to January 25, 1991 by the Trade Marks Amendments Act 1991).



�	Section 30(4) dari Trade Mark Act (updated to January 25, 1991, by the Trade Mark (Amendment) Act 1991).



�	Thormas R. Goin, Perjanjian-Perjanjian Lisensi, Technical Assistance dan Franchising dari Sudut Pandang Pihak Asing, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, Juni 1990.



�	WIPO, Introduction to Trademark Law and Practice, The Basic Concepts 1987, halaman 43.



�	International Licensing Contracts, Transfer of Technology and Transnational Law, dalam Transnational Law of International Commercial Transactions, Norbert Horn, ed, Kluwer, Deventer, 1982, halaman 199, dst.



� 	Pasal 11 Algemeene Bepalingen van Wetgeving S. 1847 - 23; pasal 75 ayat 1, Regeringsreglement. S. 1854 - kemudian yang menjadi pasal 131 ayat 1 I.S. 1925-415.  Selanjutnya tahun dan nomor staatsblad ini tidak akan disebut lagi di sini.



�	Sebagai misal pasal 167(1) WvS.  Bagi orang Adat orang memasuki halaman orang lain yang tidak dipagari tanpa izin pemiliknya, berkat asas kebersamaan, adalah biasa.  Jika pemiliknya melarang orang lain menikmati halamannya oleh masyarakatnya ia akan dinilai sebagai a sosial.



�	Pasa. 131 ayat 2a I.S.



�	Periksa pasal 11 A.B.; pasal 131 ayat 1 I.S.



�	S. 1917 - 129 jis S. 1919-81, S. 1914-557, S. 1925-29





�	S.1924-556



�	Pasal 11 A.B.; juga dalam pasal 131 ayat (2) I.S.





�	Pasal 163 ayat 5 I.S.





�	S. 1917-12





�	Terjemahannya dalam bahasa Indonesia ialah "tunduk secara sukarela untuk sesuatu perbuatan hukum tertentu."





�	Didalam tahun 1952 R.D. Kollwijn sudah mensinyalir keadaan ini akan terjadi; periksa R.D. Kollewijn dalam "Intergentiel Recht: Verzamelde opstellen over Intergentiel Privaatrecht," s-Gravenhage Bandung 1955 halaman 230-237.  Hal itu dilihat olehnya sebagai "Vermomde toepasselijkverklaring" atau "pernyataan berlaku secara terselubung". 



�	Periksa surat edaran Mahkamah Agung No. 3/1963 - tentang Gagasan menganggap BW tidak sebagai Undang-Undang.



�	Pandangan Djokosoetono tersebut sering dikemukakan secara terang di dalam kuliah beliau tentang Pengantar Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam tahun 1950-1951.



�	Djokosoetono menyebutnya dengan istial Belanda, masing-masing ialah "theoretische receptie" dan "praktische receptie".



�	Djokosoentono menyebutnya dengan istilah Belanda "Rechtswetenschappelijke receptie."



�	Idem "Positif rechtelijk receptie".



�	L.J. van Apeldoorn "Inleiding tot de stuidie van het Nederlandse Recht", Tiende Herziene druk, Zqolle 1951, halaman 320.



�	Pasal 131 ayat 2a. I.S.



�	L.J. van Apeldoorn op. cit halam 9-101; juga periksa W. Zevenbergen "Formeele Encyclopaedie der Rechtswetenschap" 's-Gravenhage 1925, halaman 157-160.



�	Periksa "von Sovigny" System das heutigen Romishe Recht" I, 1840 halaman 14.



�	Ibid.  halaman 45; bandingkan juga dengan tulisannya tentang "Vom Beruf unserer Zeit  fur Gesetzgebung und Rechtswissen schaft" 3 Auflage, Heidelberg 1840, halaman 12.



�	Periksa aturan peralihan, pasal II Undang-Undang Dasar 1945.



�	Ini singkatan dari Neth. Ind. Civil Administration"





�	Pada tahun 1959 dengan Dekrit Presiden, Indonesia kembali ke UUD 1945, sebagai dasar tata hukum nasional kita.  Dengan begitu sola sistem dualisme Hukum Nasional tidak diakui lagi.  Tata Hukum Indonesia wajib berdasar dan berjiwa budaya Nasional yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.  Periksa pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945.



�	Istilah lain yang dapat dipakai untuk ini ialah "Hukum Blasteran" Hukum semacam ini identitasnya membingungkan, karena Hukum Adat bukan, Hukum Barat pun bukan.



�	Perhatian laporan-laporan majalah "Tempo" bulan Pebruari 1992 tentang sola Kartika dengan Pertamina.  Menarik adalah bagaimana para saksi ahli Hukum Pertamina menjawab pertanyaan pengacara fihak Kartika tentang berlakunya sesuatu pasal B.W. yang dipergunakan sebagai dasar hukum gugatan.  Periksa selanjutnya pula pemberitaan dalam Harian Kompas mulai tanggal 22 Pebruari 1992 sampai kira-kira pertengahan Maret 1992.



�	Hal ini menurut hemat saya terjadi karena kekaburan dalam soal asas, pengertian dan sistem, yang membawa kepada tidak jelasnya Hukum Barat tersebut sebagai hukum positip kita.  Konsekuensinya ialah adanya keruwetan Hukum Positip tersebut dalam kerangka tata hukum kita kini.  Dalam hubungan ini ada kalangan pendidikan Hukum di Indonesia, di dalam tahun 1980-an sampai permulaan tahun 1990 berupaya memperbaiki pemahaman Hukum Barat oleh generasi yuris kita yang demikian itu, dengan jalan mengirim petugas belajar untuk memperdalam Hukum Belanda ke negeri Belanda.  Hal ini oleh sementara kalangan hukum di negeri Belanda sendiri ada yang mengherangkan.  Bukankah langkah tersebut dapat berarti mengembalikan hegemonie Hukum Belanda tersebut di dalam suasana Indonesia yang merdeka dengan dasar tata hukumnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang menganut filsafat lain dari BW?  Sampai pada waktu ini, kalangan pendidikan hukum kita, menghargai studi semu Hukum Barat yang semu tersebut lebih tinggi dari studi Hukum Adat dan studi Pancasila; Periksa Pasal 6 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 17/D/O/1993. 
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